
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2OI3

TENTANG

BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu
dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial khususnya yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Utara ;

bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, diperlukan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara Tentang Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Utara ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur Kalimarttan Utara Tentang Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

c.

2.
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor a OO);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO1 Tentang Yayasan
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO1 Nomor lL2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO1
Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO+ Nomor 1 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a43O);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamba-tian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSa4l

7 " Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO+ Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

8. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 15O, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a456);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor +967);

1i" Undang=Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(t embaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
82, Tamhahan Lembaran Negara R.epublik InConesia
Nomor 523a1;

i3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2Ol2 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Ncmor
5362h

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5a3O);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OOS tentang
Hibah kepada Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5771;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5E Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2+O5 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKoia (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

i8. Peraturan Pemerintah Norrror 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a9721;

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2CL1 Nonnor 23, ?arnbairan Lembaran Nega-ra
Republik Indonesia Nomor 52021;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5272\;

22.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 7O Tahun 2Ol2 (ternbaran Negara Tahun 2412
Nomor 155);
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23. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa- kali. terakhir denga-n
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OG6 tentang Pedcman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun zOLl Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 168/PttdK.A7 l2AA8
tentang Hibah Daerah.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2A12 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2A71 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan <ian Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al2 Nomor SaO|;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri lJomar I ?ahun 2Ol4
teniang kmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

McnetapKan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI,,\NJA DAERAH PEMERTNTTqH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Docal i

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adaiaJr Gubernur Kalirnantan Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau
sebutan lairr adalah lembaga perwakilan ralqrat daerah sebagai unslrr
penyelenggara Pernerintahan Daerah.

5. Sekretariat Daerah ada-tah Sekretariat Daerah Provinsi Kaiimanian Utara.

6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
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7. Kepala Biro Keuangan aciaiah Kepaia Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

8. Kepaia Biro Sosial atau sebutan lainnSra adalah Kepaia Biro Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Kalirnantan Utara.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kervajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraiarr pemerintahan daerah y'ang dapa.t dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

1O. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah keselunrhan kegiatan yang meliputi
pereneanaan, pelaksanaan, penataLlsahaan, pelaporan, pertangggngj awaban
dan pengawasan keuangan daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan,
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPI(D
adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
sebagai Kepala Satuan Kerja Pengeloia Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

i3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Biro Keuangan Sekreta.riat Daerah Provinsi Kalimanta.n Utara selaku
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengeloiaan
AFBD.

14. Satu.an Kerja Perangkat Daerah ].ang selanjr:tnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
€mggaran/barang.

15- Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
KPPKD adalah Kepala SKPD/Biro /Bidang/ Bagian/Sub Bidang/ Sub Bagran
yang diberi kuasa untuk rnelaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam
melaksanakan tugas dari fungsi SKPKD.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim -vang dibenruk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta rnelaksanakan
kebijakan Gubernur dalam rangka penJrusuaan APBD, yiulg anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencaiia Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang seianjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Provinsi selaku Bendahara Umum
Daerah.

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiaian dan anggaran SKPD.

19. Dokumen Pelaksanaan Angga.ran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Pro',.insi
Kalimantan Utara selaku Bendahara Umum Daerah.

2O. Dokumen Pelaksanaan Angg;aran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang rnemuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penguna anggararl.
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21. Hibah adaiah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib Can tidak rnengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat
yang sifatnSra tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindun$ dari kemungkinan terjadinya resiko scsial.

23. Resiko sosia-l adalah kejadian atau peristirn'a ]'ang dapat rnenimbulkan
potensi tedadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi,
krisis poiitik, fenomena aiam dan bencana alarn! yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah antara Pemeriniah Daerah riengan Penerima Belanja
Hibah.

25. Surat PernSrataan adalah irernyaia.an yang dibuat oleh Calon Penerima
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berisikan kesanggupan dan
tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan
proposal yang diajukan.

26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat w,arga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, prol'esi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap
T\rhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tqiuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

27. Masyarakat yang selanjutnya disebut kelompok masyarakat adalah
kumpulan manusla yang relaLif mandiri, hidup bersama-safiia dalam waktu
yang cukup liama, tingg,al disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan
sanla serta melakukan sebagian besa.r kegiatan di dalam kelornpok/
kurnpulan manusia tersebut.

28. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintatr KabupatenlKota di wilayah
Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerinta.h Provinsi serta Pemerintah
KabupatenfKota, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAEI II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, peiaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
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Pasai 3

(U Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau
barang, atau jasa.

{2) Hibah berr,rpa barang dapat berbentuk :

a. Tanah, peralatan dan rnesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan
dan aset tetap lainnya {koieksi perpus.,akaani buku cian non buku,
barang bercorak kesenian/ budaya/ olahraga, hewan, dan tanaman);

b. Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak/ software.

(3) Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan pelatihan,
penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 4

(1i Bantuan sosiai sebagaimana dimaksud daiam pasal 2 dapat berupa uang
atau barang atau jasa.

Bantuan sosiai berupa barang dapat berbenitrk tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainnya (koleksi
perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian / budayal
oiahraga, hewan, dan tanaman);

Bantuan sosial bempa jasa dapat ber-upa -iasa dalam raagka kegiatan
rehabilitasi sosiai, perlindungan sosial, pemberdayaa-n sosial, <ian
penanggulangan kemiskinan.

BAB III
BELANJA HIBAH

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan
daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah,
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud
memenuhi kriteria :

a. peruntukannya telah ditetapkan secara

b. tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerLls setiap tahun anggaran
dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi persy'aratan penerima hibah;
d. dituangkan dalarn suatu naskah perjanjian hibah antara pemberi dan

penerima hibah; dan

e. digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

(2t

(3)

{u

(2t

(3) pada ayat (1) paling sedikit harus

spesifik;



(1)

(21

(3)

(4i

(s)

(6)

17l

(81

-8.

Pasai 6

Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c" Perusahaan Daerah/ BUMD;
d. Kelompok masyarakat;
e. Organisasi Kemasyarakatan;
f. Satuan pendidikan swasta.

Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada sa.tuan kerja dari kementerian/lernbaga pemerintah non
kementerian yang wiiayah kerjanya berada daiam wiiayah administrasi
Provinsi Kalimantan Utara.

Hibah kepada Pemeriniah Daerah lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Penisahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberikan kepada perusahaan daerah atau perseroan milik
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagaislana dimaksud pada ayat {1}
huruf d diberikan kepada kelompok orang y-ang memiliki kegiatan tertentu
dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian,
adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan,
perikanan dan kelautan, trrerkebunan, pemberdayaan perempuan & KB,
keolahragaan non profesional dan kelompok orarlg yang rnerniliki kegiatan
untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan <iaerah.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang*undangan, meliputi organisasi serni
pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan rnasyarakat,
lembaga swadaya masyarakat {LSfuIi dam organisasi masyarakat iainnya.

Hibah kepada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f diberikan kepada satuan pendidikan swasta. yarrg wilayah
kerjanya berada di wiiayah adminisirasi Provinsi Kalimantan Utara.

Hibah dana pendidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (U huruf h
diberikan kepada :

a. Guru non PNS sebagai insentif; dan

b. Sekolah swasta sebagai Bantuan Operasional Sekolah.

(9) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dan (8), terkait pengusulan,
syarat adrninistrasi, rnekanism.e penyaluran, trrenggunaan dana, format
Keputusan Gubernur tersendiri.

Pasal 7

(II Hibah kepada Pemerjntah bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Daerah.

(2) Hibatr kepada Pemerintah Daerah lainaya bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar
umum.



{3)

(4)

-*

Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD bertqiuan untuk menuniang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.

Hibah kepada kelompok masyarakat danl atau organisasi kemasyarakatan
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan
kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Hibah kepada satuan pendidikan swasta bertujuan untuk menunjang sarana
dan prasarana satuan pendidikan swasta dalam rangka penyelenggaraar,
pemerintah daerah di bidang pendidikan.

Hibah dana BOSDA bertujuan untuk menunjang operasional sekolah swasta.

Hibah dana pendidikan berrujuan untuk menunjang peningkatan
kesejahteraan guru dan tutor non PNS dan penunjang operasional Sekolah
Swasta.

Pasa] 8

U) Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan
persyaratan :

a. pengunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintah atau pemerintah daerah;

b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi
Kalimantan Utara, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. mempertimbangkan pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi
hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah
dilaksanakan.

(2) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan dengan persJraratan :

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
layanan dasar pemerintah daerah;

b. penerima hibah berkedudukan sebagai perusahaan daerah; dan

c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima da.rtl atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

[3) Hibah kepada kelompok masyarakat diberikan dengan persyaratan:

a. memiliki kepengurusan yang jelas dan alamat tetap;

b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administra.si Provinsi
Kalimantan Utara; dan

c. mempertimbangkan kine{a pengelolaan belanja hibah sebelumnya,
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan
persyaratan:

a- memiliki kepengurusan yang jelas;

b. telah terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota setempat, paling
kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditrntukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan pemndang-undangan;

c. berkedudukan dalam wilayah adr:ninistrasi pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara; dan

(s)

(6)

{71
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d. memiliki sekretariat tetap dan alamat jelas; dan

e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,
akumuiasi belanja hibah yang pernah ciiterima dan/ atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

{51 Hibah kepada satuan pendidikan swasta diberiken dengan persyaratan :

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. telah terdaftar pada Pemerintah KabupatemfKota" setempat;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara;

d. merniliki afar;:rat tetap dan jelas;

e. mempertimbangkan kineda pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi
hibah yang pernah diterima danl atau kegiatan sejenis yang telah
dilaksanakan.

Apabila dalam NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping,
maka penerima hibah bersedia menyediakan dana pendamping.

Hibah tidak dapat digunakan untuk membiay'ai pembelian lahan, gaji
btrlanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan
peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang
diatur dalam ketentuan perundangundangan.

Organisasi/lembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik
ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pengambil kebijakan
dalarn strulrtur organisasi hanya dapat rnengajukan satu usulan hibah
untuk tahun anggaran yang sama,

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

{1} Pemerintah yang berada di daerah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan satuan
pendidikan swasta menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada
Gubernur.

{2} Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibubuhi cap dan
ditandatangani oleh :

a. ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah
pusat;

b. kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya;
c. direkrur utama, atau sebutan lain bagi perusahaan daerah;
d. kepala dan ketua komite sekolah bagi satuan pendidikan swasta;
e. ketua dan sekretaris atau sebutan tain bagi maslrarakat dan organisasi

kemasyarakatan; dan

{3} Ketentuan nrengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan
tertulis dari masyaralatl individu.

Pasal 1O

{1} Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1}, sekurang-
kurangnya memuat :

a. nama dan alamat yang jelas;
b. Iatar belakang, maksud dan tqjuan;

(8)



-1r-

c. susunan kepengurusan; dan
d. rincian rencana penggunaan hibah.

{2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat iU, khusus untuk
pemerintah pusat, wqiib meiampirkan surat pernyataan dari ketual kepala
atau sebutan lain instansilsatuan kerja bagi pemerintah pusat yang
menyatakan bahwa yang diusulkan dalam usulan hibah tidak dianggarkan
dalam DIPA instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

{3} Dalam hal usulan hibah diajukan oleh kelornpok masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, wajib melarnpirkaa persyaratan administrasi
yang meliputi:
a. fotocopy alcta notaris mengenai pendirian kelompok masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan atau dokumen iain yang dipersamakan yang
telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

b. susunan kepenguru$an;
c. fotocopy nornor pokok wajib pajak (NPIUP) yang telah dilegalisir oleh

pej abat -l-ang berwenang;
d. surat keterangan domisili kelompok masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan dari Desa/ Kelurahan setempat;
e. srrrat keterangan dari kepala desa/lurah yang rnenyatakan bahwa

usulan kegiatan telah tercantum dalam hasil musyawarah
pembangunan desal dokumen perencanaan pembangunan kelurahan
yang diajukan oleh keiompok masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan;

f. fotocopy iztn operasional yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang/surat keteracgan terdaf,tar dari instansi yang berwenang
{telah berizin atau terdaftar};

g. bukti kontrak sewa gedung/b€rngunan, bagi kelompok masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan yang kantornya menyewa;

h. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua,
sekretaris dan bendahara atau sebutan lain untuk pengurus kelompok
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

i. fotocopy rekening bank atas nama kelornpok masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan;

j, rencana anggaran biaya (RABI yarrg dibutuhkan untuk pelaksanaan
kegiatan;

k. gatnbar reflc€rna, konstruksi bangunan, Cenah lokasi atau dokumen lain
yang sejenis bagi usulan hibah untuk fisik/ konstruksi;

l. jadwal rencana kegiatan; dan
m. surat keterangan dari SKPD terkait bahwa pemohon pernah menerima/

belum pernah rnenerirna bantuan hibah pada tahun berhrrut*turut-
{a) Dalam hal usulan hibah diqiukan oleh satuan pendidikan swasta, wajib

melampirkan persyaratan administrasi yang meliputi :

a. fotocopy ijin pendirian sekolah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

b. strulctur organisasi sekolah;
c. fotocopy nomor pokok wqiib pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;
d. surat keterangan domisili satuan pendidikan swast-a dari

Desa/ Kelurahan setempat;
e. fotocopy iz.n operasional yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang/surat keterangan terdaf,tar dari instansi yang berwenang
{telah benz;.n atau terdaftar};

f. fotocopy rekening bank atas nama satuan pendidikan swasta.
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Persyaratan administrasi untuk hibah kepada kelompok masyarakat yang
tidak memerlukan badan hukum adalah sebagaimana ketentuan ayat {3)
kecuali huruf a, c, e dan f.

Batasan pengquan usulan hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) untuk tahun berikutnya paling lambat diterima sebelum
persetujuan KUA dan PPAS pada tahun berkenaan dan apabila pengajuan
usulan hibah melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka diakomodir
pada perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah-

Pasal 11

Usulan Hibah dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 1O ayat (1) sampai dengan ayat (5) disampaikan dan
diadministrasikan /dicatat melalui SKPD terkait dengan Tfigas Pokok dan
Fungsinya.

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meneruskan usulan
hibah dan dokumen persrvaratan kepada Sekretaris Daerah setelah
dievaluasi dan diveri{ikasi serta dilengkapi dengan pertimbangan teknis
{rekomendasi}.
Sekretaris Daerah selanjutnya memberikan disposisi dan mendistribusikan
usulan hibah dan dokumen Frsyaratan kepada TAPD untuk mendapatkan
persetujuan atau penolakan.

Dalam hal usulan diserahkan langsung kepada Gubernur, maka Gubernur
dapat langsung mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan
kepada SKPD terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan memerintahkan untuk diverifikasi dan dievaluasi.

Pasal 12

Berdasarkan pasal 11 ayat {U Kepala SKPD menetapkan tim verifikasi dan
evaluasi.

Tim verifikasi dan evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat {1} bertugas :

a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;

b. meneliti keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;

c- meneliti kesesuaian antara isi usulan hibah dan dokumen persyaratan
dengan keadaan/ kondisi dilapangan yang sesungguhnya;

d. meneliti kesesuaian antara harga dalam usulan hibah dengan standar
satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak
terdapat dalam standar satuan hxga, maka dapat rnenggunakan harga
pasar yang berlaku saat dilaksanakan verifikasi dan evaluasi;

e. meneliti kesesuaian antana kebutuhan peralatan dan bahan serta
kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan
jenis kegiatan yang diajukan;

f. meneliti kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan gambar/
desain untuk usulan hibah yang akan digunakan untuk pembangunan
fisik/konstruksi;

g. memastikan bahwa usulan hibah yang diajukan tidak untuk membiyai
kegiatan rutin kantor;

h. memastikan keberadaan pemohon hibah yang mengajukan ustrlan
hibah;
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memastikan domisili/ alarnat dari pemohon hibah adalah sesuai dengan
yang tercantum dalam usulan hibah;
menyimpulkan pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang atau
jasa serta nilai dan f ata,u jumlah pemberian hibah u€utg atau barang
atau jasa;

menyimpan atau rnengarsipkan dokumen asli aclministrasi usulan hibah
secara baik;
membuat hasil verifikasi dan evaluasi yang dituangkan dalam lembar
verilika.si dan evaluasi dan berita acara hasil verilikasi dan evaluasi,
forrnat minimal lembar verifikasi dan evaluasi dan forrnat minimal berita
acara hasil verilikasi dan evaluasi tercantum dalam Lampiran A.I.a
sampai dengan A.I.e Peraturan Gubernur ini; dan

m. menyampaikan dan melaporkan hasil verilikasi dan evaluasi kepada
Kepala SKPD terkait.

(3) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim
ternyata usulan hibah belum lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi, usulan dikembalikan untuk
dilengkapi oleh pemohon hibah.

(4) Pemohon hibah harus nnenyampaikan kembali usulan hibah yang telah
diiengkapi kepada tim verifikasi dan evaluasi dalar,n waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan.

(5) Apabila setelah usulan dikembalikan, pemohon hibah tidak dapat
melengkapi usulan hibah dalam batas waktu yang ditentukan, maka tim
verilikasi dan evaluasi menyampaikan slrrat penolakan kepada pemohon
hibah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(6) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim
verilikasi dan evaluasi ternyata usulan hibah tidak benar dan/atau tidak
memenuhi persyaratan, maka tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan
surat penolakan kepada pemohon hibah yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD.

(7) Berdasarkan verifrkasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala SKPD menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi pemberian hibah
berupa rekornendasi yang dilampiri surat usulan hibah dari pemohon
hibah, fotocopy berkas kelengkapan dokumen perqraratan adrninstrasi
usulan hibah dan daftar calon penerirna hibah kepada Gubernur rnelalui
Ketua TAPD dengan tembusan kepada Biro Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, format minimal surat pengantar Kepala SKPD
dan format minimal daftar calon penerima hibah tercantum dalam Lampiran
A.II.a dan A.II.b Peraturan Gubernur ini.

{8} Ketua TAPD mendisposisi dan selanjutnya mendistribusikan hasil verifikasi
dan evaluasi dari SKPD terkait ke BAPPEDA untuk diinventarisasi yang
selanjutnya dibahas melalui TAPD dan diadministrasikan oleh BAPPEDA.

(9) Ketua TAPD beserta anggota TAPD mernberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar
Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah {DNC-PBH}.

(10) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PBH kepada
Gubernur Kalimantan Utara, format minimal surat pengantar dan DNC-
PBH tercantum dalam Larnpiran A.III.a sarnpai dengan A.III.c Peraturan
Gubernur ini.

j.

k.

1.
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(11) Gubernur Kalimantan Utara dapat rnemberikan persetrrjuan atau penolakan
DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi SKPD dan
pertimbangan TAPD.

(12) Persehrjuan Gubernur terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk lembar
disposisi Gubernur Kalimantan Utara dan menjadi dasar pencanturran
alokasi anggaran belanja hibah dalarn rancangan KUA dan PPAS.

(13) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (121,
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, darrtl atau jasa.

Pasal 13

(1) Belanja hibah berupa Lrang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(21 F,elanja hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

{3} RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
rnenjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

{4} PPKD rnengangarkan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis objek belanja
hibah, dan rincian objek belanja hibah kepada penerima.

(5) Objek belanja dan rincian objek belanja hibah sebagaima.na dimaksud pada
ayat (4) meliputi :

a- pemerintah;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah/BUMD;
d. kelompok masyarakat;
e- organisasi kemasyarakatan;
f, satuan pendidikan swasta;

(6) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {5} memuat
narna dan alamat lengkap penerima serta besaran beianja hibah.

(7) SKPD menganggarkan hibah barang atau jasa sebagaimana dirnaksud pada
ayat (21 dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalarn
program dan kegiatan serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang
atau jasa yang dimaksud akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak
ketiga.

(8) Rincian objek belanja hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (71 memuat
nama dan alamat lengkap penerirna serta jenis barang atau jasa yang
dihibahkan.

(9) Berdasarkan RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menjadi dasar per{rusunan rancangan peraturan Gubernur
tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah Tentang APBD apabila sudah
terbentuk DPRD Provinsi;

(10) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Kepufusan Gubernur
berdasarkan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Daerah tentang
APBD;

tl1) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1O) menjadi dasar
penyaluran I penyerahan hibah.

(12) Gubernur mencantumkan daftar narna penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam lampiran peraturan Gubernur tentang penjabaran
APBD.
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Pasal 14

(1) SKPKD dan SKPD men5rusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
setelah ditetapkan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD dan DPA-
SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

{1} Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.

{2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan
DPA-SKPD.

Fasal 16

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) yang ditandatangani bersarna oleh Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk oleh Gubernur untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah.

(2) Penunjukan pejabat yang dihri \Fewenang untuk menandatangani NPHD
sebagairnana dirnaksud pada ayat (U ditetapkan deagan Keputusan
Gubernur.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} didasarkan pada Penjabaran
APBD dan DPA serta daftar penerima hibah yang ditetapkan oleh Gubernur.

(4) NPHD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit rnemuat :

a. pemberi dan penerirna hibah;
b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima untuk hibah

uatg;
d. jenis barang atau jasa yang akan diserahkan/diterima untuk hibah

barang atau jasa;
e. hak dan kew4jiban serta sanksi;
f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah;
g. penggunaan hibah; dan
h. tata cara pelaporan pertanggungiawab hibah.

(4) Pernbuatan NPHD bertrpa uang maupun barang atau jasa dilakukan oleh
SKPD terkait dan berkoordinasi d.engan Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(5) Penerima hibah harus hadir pada saat penandatanganan NPHD dan
didokumentasi oleh SKPD terkait.

(6) Format minimal NPHD tercanturn dalam Lampiran A.IV.a sa.mpai dengan
A.IV.c sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

(1) Mekanisr,ne pencairan hibah berupa uang atau barang adalah penerima
hibah mengajukan usulan pencairan hibah kepada Gubernur melalui SKPD
yang menangani urusan terkait untuk diteruskan kepada PPKD, format
surat usulan pencairan hibah tercantum dalam [ampiran A.V.a sampai
dengan A.V.e Peraturan Gubernur ini.
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Usulan pencairan hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi :

a. Hibah untuk pemerintah dan pemerinta.h daerah lainnya, terdiri dari:
1. surat usulan pencairan belanja hibah dilengkapi rincian rencana

penggunaan hibah yang sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah
ditetapkan;

2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi
atau kepala daerah penerima hibah yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang;

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nam.a instansi dan atau
rekening kas urnum daerah penerima hibah;

4. kuitansi rangkap 4 iempat) bermaterai cukup ditandatangani dan
dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan
instansi atau kepala daerah penerima hibah; dan

5. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterirna akan
digunakan sesuai dengan NPHD, format Pakta integritas tercantum
dalarn l^ampiran A.VI.a dan A.VI.b Peraturan Gubernur ini.

b. Hibah untuk perusahaan daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah, terdiri dari :

1. surat usulan pencairan belanja hibah, rincian rencana penggunaan
hibah yang sudah disesuaikan dengan junnlah yang telah ditetapkan;

2. fotocopy Kartu Thnda Penduduk (KTP) atas nama direktur utama atau
sebutan lain bagi perusahaan daerah atau persero€rn penerima hibah
yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan
daerah atau perseroan penerima hibah;

4 " kuitansi rangkap 4 {empat} bermaterai cukup ditandatangani dan
dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan serta dicantumkan
narna lengkap oleh direktur utama atau sebutan lain bagi perusahaan
daerah; dan

5. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD.

c. Hibah untuk kelompok masyarakat, terdiri dari ;

1" surat usulan pencairan belanja hibah, rincian rencana penggunaan
hibah yang sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah ditetapkan;

2. fotocopy Karhr Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua, sekretaris
dan bendahara atau sebutan lain untuk kelompok masyarakat
penerima hibah yang telah dilegalisir oleh pejabat berurenang;

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas narra kelompok
masyarakat penerima hibah;

4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup ditandatangani oleh
ketual pimpinan atau sebutan lain ketua dan bendahara kelompok
masyarakat penerirna hibah dan dibubuhi cap kelornpok rnasyarakat
serta dicantumkan nama lengkap;

5. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

6. apabila nilai usulan hibah tidak sesuai dengan keputusan Gubernur
sebagaimana besaran nominal yang tercantum dalam daftar penerima
hibah maka pihak pemohon w"ajib membuat rincian penggunaan
hibah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :

1. surat usulan pencairan belanja hibah, rincian rencana pengguna.an
hibah yang sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah ditetapkan;
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2. fotocopy KarEu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketual pimpinan/
pengurus organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang telah
dilegalisir oleh pejabat berwenang;

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas narna organisasi
kemasyarakatan penerima hibah;

4. kuitansi rangkap 4 (ennpat) bermaterai cukup ditandatangani ketual
pimpinan/pengurus organisasi kemasyarakatan penerima hibah dan
dibubuhi cap organisasi kemasyarakatan penerima hibah serta
dicantumkan nama lengkap;

5. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

6. apabila nilai usuian pemohon tidak sesuai dengan keputusan
Gubernur sebagaimana besaran nominal yang tercantum dalam daftar
penerima hibah maka pihak pemohon wajib membuat rincian
penggunaan hibah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

e. Hibah untuk dana BOSDA, dan dana BOS Provinsi terdiri dari :

I. surat usulan pencairan belanja hibah yang sudah disesuaikan dengan
jumlah yang tetah d:t:t:-;l::::, dllengkapi rincian rencaraa penggunzrzul
hibah, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan
Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RI(AS);

2. fotocopy surat keputusan tentang penetapan sekolah penerima dari
Dinas Pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;

3. data jumlah siswa yang aktif yang telah diverifikasi dan validasi oleh
Dinas Pendidikan;

4. fotocopy usulan hibah asli yang telatr dilegalisir oleh SKPD terkait;
5. fotocopy rekening bank yang rnasih aktif atas narna sekolah;
6. fotocopy surat keputusan pengangkatan kepala sekolah dan

bendahara oleh ketua yayasan yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang;

7. Fotocopy l{artu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kepala sekolah dan
bendatrara yang telah dilegalisir oleh pejabat bei:vrenang;

8. kuitansi rangkap 4 (empat| berrnaterai cukup ditandatangani kepala
sekolah dan bendahara sekolah dan dibubuhi cap sekolah serta
dicantumkan nama lengkap; dart

9. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD;

f. Hibah untuk dana pendidikan dalam bentuk insentif kepada guru non
PNS dan tutor PAUDNI terdiri dari :

1. surat usulan pencairan bela-rya hibah yang sudah disesuaikan dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

2. fotocopy surat keputusan tentang penetapan gurLl dan tutor PAUDNI
dari Dinas Pendidikan yang tetrah dilegalisir oleh i:q.ietret hetrrrerie!'r(r'

3. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kepeirdidil*, ii;*, .,,,p,
4. fotocopy usulan hibah asli yang telah dilegalisir oleh SKPD terkait;
5. fctcccpy rekening bank yang masih akiif aias nama guru dan irria:

PAUDNi;
6. fotocopy Karhr Tanda Penduduk {IffP} atas namrr slrrrr dan trrtor

PAUDNI'yarlg tclah J:1:;--.i::::" :1:1- *-,--i --" :-- .. *---.---a,
7. kuitansi rangkap 4 (empatf bermaterai cukup ditandatangani guru

dan tutor PAUDNI; da-
8. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan

digunakan sesuai dengan NPHD;
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Pasal 18

Usulan pencairan hibah dan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud datam pasal 17 ayat (2) dilakukan verifrkasi dan evaluasi oleh
SKPD terkait atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan
penerima hibah dan besaran dana hibahnya sesuai daftar penerima hibah
yang telah ditetapkan, format lembar kerja verilikasi dan evaluasi usulan
pencairan hibah tercantum dalam Lampir:an A.YII.a sampai dengan A.VILc
Peraturan Gubernur ini.
Verifrkasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan tim
verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Apabila hasil verilikasi dan evaluasi atas usulan pencairan hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak
sesuai, maka SKPD paling lama 7 {tujuh) hari kerja setela"h pelaksanaan
veri{ikasi dan evaluasi mengembalikan usulan pencairan hibah untuk
dilengkapi oleh penerirna hibah.

Penerima hibah harus menyarnpaikan kembali usulan yang telah dilengkapi
kepada SKPD urusan terkait yang membidangi dalam waktu paling lama L4

{empat belas} hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan.

Apabila setelah usulan dikembalikan, trrenerima hibah tidak dapat
melengkapi usulan pencairan hibah dalam batas waktu yang ditentukan,
maka SKPD menyampaikan surat penolakan kepada penerima hibah yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Apabila hasil verilikasi atas usulan pencairan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dinyatakan lengkap dan sesuai, maka SKPD membuatkan
NPHD.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandaiangani sebagaimana
dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala
SKPD menyampaikan hasil verilikasi dan evaluasi berupa rekomendasi
pencairan hibah kepada PPKD, format minirnal rekomendasi tercantum
dalam l,arnpiran A-VIII.a dan A.VIII.b Peraturan Gubernur ini.

Rekomendasi pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {8} disertai
dengan :

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gu ernur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);

b, usulan pencarian hibah dan fotocopy persyaratan administrasi
penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1)
ayat {2);

c. NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
d. surat keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah.

PasaI 19

(1) Rekomendasi pencairan hibah dan fotocopy dokumen pendukung
sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 18 ayat [8] dan ayat (9] oleh PPKD
dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung serta
kesesuaian penerima hibah dan besaran dana hibahnya berdasarkan daftar
penerima hibah yang telah ditetapkan.

(T

(8)

(e)
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Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan oleh
bendahara khusus SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila hasil verifikasi atas usulan pencairan hibah sebagairnana dimaksud
pada ayat (21 dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai, maka PPKD
paling lama 7 {tr4iuh} hari kerja setelah pelaksanaan verillkasi
mengembalikan usulan pencairan hibah kepada penerima hibah melalui
SKPD urusan terkait yang membidangi unfuk dilengkapi.

Penerima hibah melalui SKPD urusarr terkait yang mernbidangi harus
menyampaikarr kembali usulan pencairan hihah yang telah dilengkapi
kepada PPKD dalam wakhr paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal pengembalian usulan pencairan hibah.

Apabila setelah usulan pencairan hibah dikembalikan oleh PPKD, penerima
hibah melalui SKPD urusan terkait yang membidangi tidak dapat
melengkapi usulan pencairan hibah dalam batas waktu yang ditentukan,
rnaka PPKD rnenyampaikan surat penolakan pencairan hibah kepada
penerima hibah melalui SKPD urusan terkait yang membidangi yang
ditandatangani oleh PPKD.

Apabila hasil verilikasi atas usulan pencairan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} dinyatakan lengkap dan sesuai, maka PPKD memerintahkan
kepada bendahara khusus SKPKD untuk membuat Surat Permintaan
Pembayaran [a.ngsung {SPP-LS).

Apabila Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dinyatakan
leng!<ap, PPKD menerbitkan Surat Permintaan Mernbayar (SPM).

Apabila Surat Permintaan Membayar (SPM) dinyatakan lengkap dan sesuai
ketentuan maka BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Penerb,itan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat {6)
sampai (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2O

Fencairan belanja hibah uang didasarkan pada DPA PPKD.

Pencairan belanja hibah uarrg dapat diiakukan dengan mekanisme
pembayaran langsungn dan disalurkan langsung ke rekening kepada
penerima hibah.

(8i

te)

(1)

(2|

Pasal 21

Penerirna hibah berupa uanrg bertanggungiawab sepenuhnya atas kebenaran
dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
ayat (2).

Pasal 22

(1) Pencairan klanja hibah barang atau jasa didasarkan pada DPA SKPD.

(2) Pencairan belanja hibah barang atau jasa dapat dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan langsung oleh SKPD.
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Pasal 23

Penerima hibah mengajukan surat usulan hibah barang atau jasa kepada
Gubernur melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan
barang atau jasa setelah APBD ditetapkan, format minimal usulan hibah
barang tercantum dalarn Lampiran A- V.d Peraturan Gubernur ini.

Pengadaan barang atam jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan hibah barang atau jasa kepada penerima hibah dilakukan
setelah penandatanBanan NPHD, dan dibuatkan berita acara serah terima
dengan forrnat rninimal tercantum dalam Larnpiran A. IX Pera.turan
Gubernur ini.
Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Gubernur Kalimantan
Utara atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima hibah barang atau jasa,
dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Hibah untuk pemerintah dan pemerintah derah lainnya, terdiri atas:

berita acara serah terima dalam rangkap 4 {empat} bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah
lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan atau kepala
daerah;
NPHD;
fotocopy lffP atas naflra pimpinan instansi atau kepala daerah
penerima hibah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Fakta integritas yang menyata.kan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan
NPHD kepada pemerintah dibuat 4 {empat} rangftap masing*masing
untuk pemerintah daerah, disampaikan kepada instansi induk,
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

b. Hibah untuk perusahaan daerah dalarn rangka penerusan hibah yang
diterima pemerinta"h daerah dari pemerintah, terdiri atas :

1. berita acara. serah terirna rangkap 4 {empat} hermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap pe nsahaan daerah atau perseroan
serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;

2. NPHD;
3. fotocopy KTP atas nama direksi atau sebutan lain pimpinan

perusahaan daerah atau perseroan yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

4. Fal{ta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD.

c. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri atas :

1. berita acara serah terirna rangkap 4 (ernpat) bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap lembagalorganisasi serta
dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan lembaga/ organisasi;

2. NPHD;
3. fotocopy KTP atas narna ketua/pimpinan dari lembaga/organisasi

yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berrrenang; dao
4. Fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan

digunakan sesuai dengan NPHD.

d. Hibah untuk kelompok masyarakat, terdiri atas :

1." berita acara serah terima rangkap 4 {empat) bermaterai cukup dan
ditandatangani serta dicanturnkan nama lengkap penerima hibah;

2. NPHD;

{3}

(4)

1.

2.
3.

4.

5.
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3. fotocopy KTP atas nama penerima hibah yang telah dilegalisir oleh
pejabat yaflg berwenang; dan

4. Fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 24

{1} Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD.

(2) Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak
lain,

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 25

{1} Penerima hibah bertanggungiawab, baik formal maupun material atas
penggunaan hibah yang diterintanya.

(2) Pertangungiawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} terdiri atas :

a. Untuk penggunaan hibah berupa uang, meliputi :

1. laporan pertanggungiawaban penggunaan hibah;
2. surat pernyataan tanggungiawab yang menyatakan bahwa hibah

berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
3. bulrti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Untuk penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi :

1. laporan penggunaanl pemanfaatan hibah barang atau jasa;
2. surat pernyataan tanggungjawab yaxg menyatakan bahwa hibah

berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan
NPHD; dan

3. berita acara serah terirna barang atam -iasa.

(3) Penerirna hibah bertanggungiawab atas kebenararl dan keabsahan laporan
penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1

dan huruf b angka 1.

(4) Penerima hibah sela"lm objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti
pengeluaran atau berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

(5) But<ti-bukti pertanggungiawaban pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
atas pemberian hibah meliputi :

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernr-rr;

b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerirna hibah;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD|;

d. Fakta integritas dari penerima hitrah yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah; dan

e. SP2D dan bulrti transfer uang atas pernberian hibah berupa uang atau
bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa
barang atau jasa.
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Pasal 26

Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan pertanggungjawaban
penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD urusan terkait yang
membidangr dan tembusan kepada PPKD cq, Bendahara khusus SKPKD, 1

(satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 1O bulan
Januari tahun anggaran berikutnya.

Penerima hibah berupa barang atau jasa wajib menyampaikan
pertanggungiawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD
Llrusan terkait yang membidangi dan tembusan kepada PPKD cq.
Bendahara khusus SKPKD, I (satu} bulan setelah kegiatan selesai atau
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggnran berikutnya.
[,aporan penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf a angka 1 yang anggarannya masuk pada Perubahan APBD
disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD urusan
terkait yarrg membidangi dan ternbusan kepada PPKD cq" Bendahara
Khusus SKPKD, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lamhat
tanggal I br"rlan Maret tahun anggaxarl berikutnya;
La.poran penggunaan hibah barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 yang anggarannya rnasuk pada Perubahan
APBD disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD
urusan terkait yang rnembidangi, I (satu) bulan setelah kegiatan selesai
atau paling lambat tanggal 1 bulan Maret tahun anggaran berikutnya;

Batas waktu terakhir pertanggungiawaban hibah adalah :

a. untuk pengadaan barang maksimal 3 bulan sejak tanggal diterirna oleh
penerima hibah;

b. untuk pelaksanaan pekerjaan lisik berupa konstruksi maksimal 6
(enamf bulan sejak tanggal diterima oieh penerima hibah; dan

c. kecuali dalam keadaan tertentu.

(6) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungiawaban seluruh
penggunaari dana sesuai dengan batas walctu sebagairnana ayat (1) sampai
dengan ayat {5}.

Atas penerimaan hibah berupa uang yang penggunaannya/pemanfaatan
melebihi batas waktu tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dan ayat (3i wajib menyampaikan laporan peftanggungiawaban yang
terdiri dari :

a. Iaporan realisasi penggunaan dana;
b. kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan;
c- sisa uang yang belum digunakan;
d. rencana penggunaan sisa uang; dan
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan

Dalam hal pekerjaan/kegiatan telah selesai sesuai NPHD dan terdapat sisa
dana hibah, penerima hibah dapat memanfaatkan sisa dana yang berkaitan
dengan pekerjaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari SKPD
terkait.

SKPD terkait wajib memberikan surat pemberitahuan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sampai dengan ayat (4) menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada penerima hibah paling lambat 7 {tqjuh)
hari kerja sebelum batas yang telah ditentukan.

(1)
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(1O) Apabila penerima hibah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sarnpai dengan ayat (4) belum menyampaikan laporan penggunaan
hibah maka SKPD terkait wajib memberikan surat teguran pertama paling
lama 7 (tujutr) hari kerja setelah diterimanya srrrat teguran pertama.

(11) Apabila surat teguran pertama dan kedua tidak ditanggapi oleh penerima
hibah maka SKPD terkait wajib melaporkan kepada Gubernur dengan
tembusan Inspektorat agar dilalrukan audit terhadap penerima hibah.

(12) Apabila tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana ayat
(8) dan ayat (9) atau hasil audit Inspelctorat menernukan adanya
penyimpangan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan, maka
penerima hibah tersebut tidak dapat lagi diberikan hibah selama jangka
waktu 2 tahun.

(13) SKPD terkait mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan
penyimpanan dokumen latrroran penggunaan hibah berupa barang atau jasa.

(14) PPKD mengendalikan dokumen pencairan belanja hibah atas beban kerja
PPKD.

Pasal 27

l.a.poran penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (21 huruf a angka 1 dibuat dengan sistematika sebagaimana format
yang terlampir dalam Lampiran A.X Peraturan Gubernur ini.

Laporan penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 25
ayat (2) huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika sebagaimana format
yang terlampir,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bermaterai cukup
dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh ketualkepalalpimpinan
instansi pemerintah, kepala daerah, direktur atau sebutan lain, kepala desa
atau/ ketua/pimpinan kelompok/organisasi masyarakat/kepala satuan
pendidikan swasta.

Dalam hal hibah u€ulg ditqiukan kepada kelompok rnasyarakat dan
organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan,
pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non
formal, maka pengelolaarlnya berupa partisipasi swadaya masyarakat,
laporan penggunaan hibah disusun dalam bentuk surat yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta memuat informasi minimal
mengenai :

a. realisasi penerimaan dan penggunaan hibah;
b. daftar personalia pelaksanaan;
c. kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan;
d. dokumentasi kegiatan;
e. sisa uang yang belum digunakan;
f. rencana penggunaan sisa uang; dan
g. jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 28

Belanja hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Belanja hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja
barang yarrg akan diserahkan kepada. masyarakatl pihak ketiga pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

{4}
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(3) PPI(D melakukan pencatatan realisasi belanja hibah, untuk selanjutnya
dicantumkan pada l,aporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran
berkenaan.

(4) Belanja hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada
penerirna hibah sarnpai dengan tahun anggaran berkenaan, dilaporkan
sebagai persediaan dalam neraca SKPD terkait.

(5) Realisasi belanja hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai
dengan standar akutansi pemerintahan (SAP) dan diungkap pada catatan
atas laporan keuangan dalam penyusunan l"aporan Keuangan
Pemerintahan Daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagran Kesatu
Umurn

Pasal 29

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang atau
barang atat jasa kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

Fasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
meliputi:

a. individu, keluarga, danf atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelomprrk, rtran/atar.r
masyarakat dari kemungftinan icrja,iiiiya ;csil;.o ;;s;aL.

Pasal 31

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (l),
mernenuhi kriteria peJtg sedikit:
d.. seieiriif;
b. memenuhi persyaratan penerirna bantuan sosial;
c. bersifat sementara dan tidak terus meRerus, kecuaii dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutal; dan
d. sesuai dengan tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Bentuk reeiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {21, meliputi :

(2)

t3)
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a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit
kekurangan gir,r, cacat lisik dan latalu mental, usia lanjut, masyarakat
terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit,
individu/perorangan yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan
biaya pendidikannya; dan

b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonorni, seperti kekeringan, banjir,
gempa bumi,tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasianl
masyarakat tertinggal serta konflik sosial.

(a) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b rneliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara.
(5) Ikiteria bersifat sementara dan tidak terus firenerus sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantusl scsicl tiCak :,'a;rb
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggararl-

16l Kry.tl.aa-n tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lrrl uf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

{7} Kriteria eesui tu;::::-;::-;-*--- :::L-*^:*---^ 4i'-"r-'--r *'a' '----1 {1}

huruf d bahwa hljuan pemberiarr banrLueru suuia-i urcupuu.

a. rehabilitasi sosial;
b. periin<iungan sosiar.
c- pemberdayarur sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan ker^isLula::; Can
f. penanggulangan bencana.

Pasa-t 32

(U Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (7) huruf
a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar. Jenis kegiatannya antara lain :

a. pelatihan vokasional;
b. pembina,an mental spritual;
c. bimbingan fisik;
d. pelayanan aksebilitas;
e. bimbingan sosial dan konseling;
f. bantuan dan asistensi sosial; daa/atau
g. bimbingan rasionalisasi.

{21 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (7} huruf b,
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga dan kelompok masyarakat, agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal. Jenis kegiatannya antara lain :

a. bantuan langsung;
b. penyediaan aksesibilitas;
c. penguatan kelembagaan;
d. advokasi sosial; danlatau
e. bantuan hukum.
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{3} Pemberda;raan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (7} huruf
c, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu
memenllhl kebutuhan dasarnya. Jenis kegiatannya antara lain :

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
b. pemberian stimr.rlan modal;

peralatan usaha dan tempat usaha;
peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
penataan lingkungan;
supervisi dan advokasi sosial;
penguatan keserasian sosial; dan
pendampingan.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (7) huruf d,
merupakan skema yang melembaga untuk menjarnin Penerima Belanja
Bantuan Sosia1 agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
minimal. Jenis kegiatannya anta::a lain tunjangan berkelanjutan, bantuan
iuran asuransi kesejahteraan sosial, asuransi kesejahteraan sosial bagr
orang sakit dan orang cacat, pensiunan lveteranlulama/pengurus masjid
berupa bantuan iuran ASKES.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
(7) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasar yang minimal bag kemanusiaan, Jenis
kegiatannya antara lain :

penyuluhan dan bimbingan sosial;
pelayananan sosial;
penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
penyediaan akses pelayanan pendidikan da.sar;
penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha;
dan

g. bantuan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat {7}
huruf f, rnerupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
Jenis kegiatannya antara lain :

a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan dan
penamprrngan;
peraulihan darurat prasarana dan sa.rana;
bantuan perbaikan rumah masyarakat;
santunan duka cita;
santunan kecacatan.

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat {6} dapa,t
dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik dan disertai
dengan kriteria yang ditetapkan oleh SI(PD terkait,

Pasal 33

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial.

c.
d.
e.
t
ob'

h.

(41

{5}

a.
b.
c.
d.
e-
f.

b.
c.
d.
e.
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Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uang yang diberikan seca-ra langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi
anak miskin, Yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat
lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu-

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (ii adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolalr luar biasa swasta dan masyarakat
tidak marnpu, bantrran perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/
pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelornpok masyarakat
kurang mampu.

Pasal 34

Jumlah bantuan sosial berupa uang untuk masing-masing
individu/keluarga penerima paling besar Rp 2O.OOO.OOO,OO (Dua puluh juta
rupiah)

Batasan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam
ha]:

a. digunakan untuk penganggulangan bencana pada tahap rehabilitasi;
b- digunakan untrrk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Prograrn

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan {PNPM Mandiri
Pedesaan);

c. digunakan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui melalui
Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) Provinsi Kalimantan Utara;
dan

d- digunakan untuk hal mendesak lainnya atas dasar persetujuan
Gubernur.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 35

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O huruf a terdiri dari bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
direncanakan sebelumnya.

(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas taama,
alamat penerima dan besarnya pada saat pen5rusunan RAPBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelunrnya sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(a) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak melebihi pagu alokasi anggaran
],ang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1)

l2l
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Pasal 36

(3) Individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat serta lembaga non
pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial berupa uarrg
atau barang atau jasa yang direncanakan kepada Gubernur Kalimantan
Utara.

(a) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh
ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan"

b" bagi individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat, ditandatangani
oleh pemohon dan disertakan surat keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 37

(1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (11, paiing
sedikit memuat :

a. maksud dan tqiuan;
b. rincian rencana anggaran biaya atau rencana penggunaan dana bantuan

sosial; dan
c. n€rma dan alamat pemohon.

(2) Dalam hal usulan diajukan oleh individu/keluarga, wajib melampirkan
p'ersyaratan adnrinistrasi, yang rneliputi :

a. fotocopy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang; dan

b. surat keterangan domisili yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

(3) Dalam hal usulan diajukan oleh lembaga non pemerintahan wajib
rnelampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi :

a. fotoco,py akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain
yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

b. fotocopy izrr: operasional yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang/ tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

c. fotocopy bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagr lembaga yang
kantornya menyewa;

d. fotocopy kartu tanda penduduk ketua dan sekretaris lembaga yang telah
dilegalisir oleh pejabat berwenang;

e. surat keterangan domisili lernbaga yafig dibuat oleh pejabat yang
berwenangi dan

f. fotocopy rekening bank.

(a) Dalarn hal usulan dieiukarr oleh kelornpok rnasyarakat, w4iib melampirkan
persyaratan administrasi, yang rneliputi :

a. surat keterangan domisili kelompok dari desa/kelurahan setempat; dan
b. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan

sekretaris atau sebutan lain yang teiah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf a, b dan c, untuk bantuan
sosial kepada lembaga non pernerintah yang bersifat non formal, yang
berperan melindungi individu, kelompok, darr/masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
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Pasal 38

(1)Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b, dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21

diajukan oleh pemohon bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD
terkait yang selanjutnya SKPD terkait mernbuat daftar usulan bantuan
sosial untuk disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui SKPD
terkait dengan T\-rgas Pokok dan Fungsinya.

t2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan usulan dan
dokumen persyaratan kepada Sekretaris Daerah setelah dievaiuasi dan
diverifikasi serta dilengkapi dengan pertimbangan teknis (rekomendasi).

(3) Sekretaris Daerah selanjutnya memberikan disposisi dan mendistribusikan
usulan tertulis Belanja Bantuan Sosial dan dokumen persyaratan kepada
TAPD untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

(a) Dalam hal surat usulan diserahkan langsung kepada Gtrbernur, maka
Gubernur dapat Langsung mendistribusikan surat usulan tertulis dan
dokumen pers5raratan kepada SKPD terkait dan memerintahkan untuk
diverifikasi dan dievaluasi.

Pasal 39

(t) Berdasarkan Pasal 38 ayat (21 Kepala SKPD menetapkan tim verifikasi dan
evaluasi.

(2) Tim verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;
b. memastikan keberadaan pemohon bantuan sosial yang mengajukan

usulan permohonan bantuan sosial;
c- memastikan kondisi sosial individu/keluarga pemohon bantuan sosial

sesuai dengan usulan permohonan bantuan sosial dan persyaratan
penerima bantuan sosial;

d. memastikan kegiatan kelompok masyarakat atar.r lembaga non
pemerintah adalah dalam rangka mengatasi resiko sosial rnasyarakat;

e. memastikan domisili/alamat dari pemohon bantuan sosial adalah sesuai
dengan yang tercantum dalam usulan bantuan sosial atau identitas yang
dilampirkan dalam usulan permohooan;

I menyimpan atar mengarsipkan dokumen astri administrasi tlsulan
bantuan sosia-l secara baik;

g. membuat laporan hasil verifikasi dan evaluasi yang dituangkan dalam
lembar verifrkasi dan evaluasi dan berita acara hasil verilikasi dan
evaluasi, format minimal lembar veri{ikasi dan evaluasi dan format
minimal berita acara hasil verifikasi dan evaluasi tercantum dalam
l,ampiran B.I.a sarnpai dengan B,I.g Peraturan Gubernur ini; dan

h. menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi dan evaluasi kepada
Kepala SKPD.

/31 Apahila herdesarkan verilikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim
:-^,^r** *-*1;. i;;.1.uo..;;;i-l Lck:ti lcngkap, maka paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah pelaksanaan verilikasi dan evaluasi, usulan dikembalikan
untuk diler:;!::;: r1:h ;:::h::- l:--.::.- :::':r

(4) Pemohon bantuan sosial harus triciijirriydiir*., L'.r.L.ri, usuiqrr ya.ig teiah
dilengkapi kepada tim verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lam.a 14

{empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian usula-r:.
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(5) Apabila setelah usulan dikembalikan, pemohon tidak dapat melengkapi
usulan bantuan sosial dalam batas waktu yang ditentukan, maka tim
verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon
bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(6) Apabila berdasarkan verilikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim
verifikasi dan evaluasi ternyata usulan bantuan sosial tidak benar danf atau
tidak memenuhi persyaratan, maka tim verifikasi dan evaluasi
menyarnpaikan surat penolakan kepada pemohon bantuan sosial yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(7) Berdasarkan sgfoagaimana dimaksud pada ayat l2l, Kepala SKPD
menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi bantuan sosial berupa uang
atau barang atau jasa yang direncanakan berupa rekomendasi kepada
Gubernur melalui Ketua TAPD, format minimal surat pengantar Kepala
SKPD dan fclrmat minimat daftar calon penerima bantuan sosial tercantum
dalam l"ampiran B.II.a sampai dengan B.II.c Peraturan Gubernur ini.

{8} Ketua TAPD mendisposisi selanjutnya mendistribusikan hasil evaluasi dari
SKPD terkait ke BAPPEDA untuk dikompilasi yang selanjutnya dibahas
melalui Tim TAPD dan diadministrasikan oleh BAPPEDA.

(9) Ketua TAPD beserta anggota TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (71 sesuai dengan prioritas
dan kemarnpuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar
Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial {DNC-BBS) berupa uang
atau barang atau jasa.

(1O) Ketua TAPD menyarnpaikan hasil pertimbangan disertai DNC-BBS kepada
Gubernur, format minimal surat pengantar dan DNC-BBS tercantum dalam
l,ampiran B.III Peraturan Gubernur ini.

(11) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan DNC-BBS berdasarkan
hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

(12) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-BBS dituang!<an dalam bentuk lembar
disposisi Gubernur dan meqfadi dasar pencantuman alokasi anggaran
Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(13) Pencantuman alokasi €mggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {12l,
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, dan/atau barang, dan/atau
jasa.

(14) Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara dapat mengalokasikan anggaran
bantuan sosial yang tidak direncanakan pada saat penlrusunan RAPBD
dalam RKA PPKD selama tidak melebihi pagu alokasi arlggaran belanja
bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 4O

(li Bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan berupa uang
dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2\ Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3} RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) darr ayat
l2l menjadi dasar pengangaran bantuan sosial dalarn APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

t4) PPKD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa ua-ng sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek
belanja bantuan sosial.
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(5) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek betanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat l4l meliputi :

individu dan/ atau keluarga;
masyarakat; dan
lembaga non pemerintahan.

Rincian objek belanja bantuan
dimaksud pada ayat (1) memuat
besaran bantuan sosial.

(71 Bantuan sosial berupa barang atau jasa dianggarkan RKA-SKPD dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa. Objek
belanja bantuan sosial barang atau jasa dan rincian objek belanja bantuan
sosial barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Bagran Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa uang berdasarkan
pada DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa barang berdasarkan
pada DPA-SKPD.

Pasal 42

Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Penyaluran dan/atau penyerahan banfuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur
sebagaimala dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada
individu danlatau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 43

(1) Pencairan belanja bantuan sosial berupa ua"ng yang direncanakan
didasarkan pada DPA-PPKD dan Keputusan Gubernur tentang daftar
penerima dan besaran bantuan sosial.

(2) Pencairan belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS), dan dapat disalurkan langsung melalui
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial
atau melalui bendahara khusus SKPKD ke penerima belanja bantuan sosial.

Pasal 44

(U Penerima bantuan sosial yang direncanakan dan calon penerima bantuan
sosial yang tidak direncanakan berupa uang rnengajukan usulan pencairan
bantuan sosial kepada Gubernur rnelalui SKPD yang menangani urtlsan
terkait untuk diteruskan kepada PPKD, format surat usulan pencairan
bantuan sosial tercantum dalam Lampiran B.IV.a sampai dengan B.tV.e
Peraturan Gubernur ini.

a.
b.
C.

(6) sosial yang direncanakan sebagaimana
narna dan alamat lengkap penerima serta

(u

t2t

(U

(21
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(2) Usulan pencairan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk individu dan/atau keluarga dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi :

a. surat usulan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana
penggunaan belanja bantuan sosial;

b. fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan
sosial; dan

d. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.

(3) Usulan pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat {U untuk individu dan/atau keluarga dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi :

a- surat usulan bantuan sosial;
b. fotocopy KTP atas narna calon penerima bantuan sosial yang telah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama calon penerima

bantuan sosial; dan
d. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima

telah digunakan sesuai dengan usulan.

(4) Usulan pencairan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok masyarakat dan/atau lembaga non
pemerintah dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :

a. surat usulan pencairan belanja bantuan sosial, dilengkapi rincian
rencana penggunaan belanja bantuan sosial;

b. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
dan

d. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.

Pasal 45

(1) Usulan pencairan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21 dan ayat (4) oleh SKPD urusan terkait
yang membidangi dilakukan verilikasi dan evaluasi atau kelengkapan
dokumen persyaratan serta kesesuaian penerima bantuan sosial dan
besaran dana bantuan sosial yang telah ditetapkan, format lembar kerja
verifikasi dan evaluasi usrrlan pencairan bantuan sosial tercantrrsr dalam
Lampiran B.V.a sampai dengan B.V.f Peraturan Gubernur ini.

(2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh
tim verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(3) Apabila hasil verifikasi dan evaJuasi atas usulan pencairan bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak
sesuai, maka SKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan
verifikasi, usulan dikembalikan untuk dilengkapi oleh penerima bantuan
sosial.

(4) Penerima bantuan sosial harus menyarnpaikan kembali usulan yang telah
dilengkapi kepada SKPD urusarr terkait yang membidangi dalarn waktu 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal pengernbalian usulan.
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Apabila setelah usulan dikembalikan, penerima bantuan sosial tidak dapat
melengkapi usulan bantuan sosial dalam batas waktu yang ditentukan,
maka SKPD menyampaikan surat penolakan kepada penerima- trantr-ran
sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimarla dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan lengkap dan sesuai maka Kepala SKPD menyampaikan hasil
verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi pencairan belanja bantuan
sosial kepada PPKD, format rekomendasi pencairan belary'a bantuan sosial
tercantum dalam Lampiran B.VI.a sampai dengan B-VI.c Peraturan
Gubernur ini,
Rekornendasi pencairan bantuan sosial sglagaimana dimaksud pada ayat
(6) disertai dengan :

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

b. usulan pencairan bantuan sosial dan fotocopy persyaratan administrasi
dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2) dan ayat {a); dan

c. Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan daftff penerima bantuan
sosiai.

Pasal 46

(1) Usulan pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), oleh SKPD urlrsan terkait yang
membidangi dilakukan verifikasi dan evaluasi;

(2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim
verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan oleh KepaIa SKPD.

(3) Tim verilikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. meneliti kesesuaian antara usulan tertulis dengan keadaan yang
sesungguhnya; dan

b. memastikan alarnat calon penerimaan bantuan sosial sesuai dengan
dokumen yang dilampirkan.

(a) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan ternyata usulan
bantuan sosial tidak benar, maka SKPD yang terkait menyarnpaikan surat
penolakan kepada pemohon bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD.

(5) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi 1,ang dilakukan ternyata usulan
bantuan sosial telah sesuai, maka Kepala SKPD menyampaikan hasil
verifikasi bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa rekomendasi
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, format rekomendasi pencairan
belanja bantuan sosial dalam L,ampiran B.VI.a sampai dengan B.VI. c
Peraturan Gubernur ini.

(6) Selcretaris Daerah, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Ra\yat untuk
dibahas bersama dengan BPKAD dan diadministrasikan oleh Biro Sosial.

(7) Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro
Sosial memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {5) sesuai dengan prioritas dan kemzrmpuan keuangan daerah,
yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan
Sosial (DNC-BBS).

{8} Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-BBS
kepada Gubernur.

(7\
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{9} Gubernur memberikan perseh4juan atau penolakan DNC-BBS yang tidak
direncanakan berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan
Sekretaris Daerah.

(1O) Persetujuan Gubernur terhadap BNC-BBS dituangkan dalam bentuk
l,embar Disposisi Gubernur yang disampaikan kepada PPKD dan menjadi
dasar pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 47

(1) Rekomendasi dan usulan pencairan bantrran sosial dan fotocopy
persyaratan administrasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7|
oleh PPKD dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan
serta kesesuaian penerima bantuan sosial dan besaran dana bantuan
sosialnya berdasa-rkan daftar penerima bantuan sosial yang telah
ditetapkan.

(2) Veri{ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan oleh
bendahara khusus SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{3} Apabila hasil verilikasi atas usulan pencairan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai, maka
PPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi, usulan
dikembalikan untuk dilengkapi oleh penerima bantuan sosial melalui SKPD
urusan terkait yang membidangi.

(4) Penerima bantuan sosial melalui SKPD urusan terkait yang membidangi
harus menyarnpaikan kembali usulan yang telah dilengkapi kepada PPKD
dalam walrhr paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian
usulan pencairan bantuan sosial.

(5) Apabila setelah usulan pencairan bantuan sosial dikembalikan oleh PPKD,
SKPD urusan terkait yang membidangi tidak dapat melengkapi usulan
pencairan bantuan sosial dalam batas waktu yang ditentukan, maka PPKD
menyampaikan surat penolakan pencairan bantuan sosial kepada penerima
bantuan sosial melalui SKPD urusan terkait yang membidangi yang
ditandatangani oleh PPKD.

(6) Apabila hasil verilikasi atas usulan pencairan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, maka pengguna
anggaran PPKD memerintahkan kepada bendahara belanja bantuan sosial
untuk membuat Surat Permintaan Pembayeran l"angsung (SPP-LS).

{7) Berdasarkan l.embar Disposisi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat {1O) untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan
sebelumnya, maka pengguna anggaran PPKD memerintahkan kepada
bendahara belanja bantuan sosia.l. untuk membuat Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(8) Apabila Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dinyatakan
lengkap, PPKD menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM).

(9) Apabila Surat Permintaan Membayar {SPM} dinyatakan lengkap, dan sesuai
ketentuan BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana {SP2D}.

(1O) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (n
sampai (9) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 48

Penerima bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan
berupa uang, bertanggungiawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen
persyaratan yang disampaikan.

Pasal 49

(2) Pencairan bantuan sosial berupa barang atau jasa didasarkan pada DPA
SKPD.

(3) Pencairan bantuan sosial berupa barang atau jasa dilakukan dengan
rnekanisme pencairan belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5O

(1) Penerima bantuan sosial mengajukan surat usulan penyaluran bantuan
sosial berupa barang atau jasa kepada Guberntlr melalui SKPD urusan
terkait yang mernbidangi setelah APBD ditetapkan dan DPA disahkan.

(2) Pengadaan barang dan jasa banfuan sosial yar:,g dilaksanakan oleh SKPD
urusan terkait yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang atau jasa dilakukan oleh
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima bantuan sosial,
dengan dilengkapi :

a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermataerai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan
sosial;

2. fotocopy KTP atas n€una penerima bantuan sosial yang telah
dilegalisisr oleh pejabat yal:g berwenangidan

3. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.

b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terirna rangkap 4 {empat} bertnaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga
penerima bantuan sosial;

2. fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga
penerima bantuan sosial yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang
berwenangidan

3. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.

c. Banfuan Sosial untuk kelompok masyarakat dan/atau lembaga non
pemerintah, terdiri atas :

l. Berita Acara Serah Terima 4 (ernpat) bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama Iengkap ketua/pimpinan atau
sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah
penerima bantuan sosial;

2. fotocopy KTP atas n&ma ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok
masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima bantuan
sosial yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang berwenangidan

3. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.
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Pasal 51

(1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang atau
jasa yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam
usulan bantuan sosial yang diajukan dan disetujui.

(2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan yang diterima kepada pihak
lain.

Bagian Keempat

Pertanggungj awaban dan Pelaporan

Pasal 52

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungiawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. laporan penggunan bantuan sosial;
b. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima

telah digunakan sesuai dengan usulan;
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

d. fotocopy berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial
berupa barang;

e. fotocopy dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan.

(3) Penerima bantuan sosial bertanggungiawab atas kebenaran dan keabsahan
laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a.

(4) Penerima bantuan sosia-l selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti
pengeluaran dan fotocopy serah terima barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas pemberian
bantuan sosial yang direncanakan meliputi :

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa

bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. SP2D dan bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang

atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian bantuan sosial
berupa barang atau jasa.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang
tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 53

(1) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (2) huruf a disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada
Gubernur melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Batas waktu terakhir pertanggungjawaban belanja bantuan sosial adalah :

a. untuk pengadaan barang maksimal 3 bulan sejak tanggal diterima oleh
penerima bantuan sosial;
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b. untuk pelaksanaan pekerjaan fisik berupa konstruksi maksimal 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterima oleh penerima bantuan sosial; dan

c. kecuali daiam keadaan tertentu.
(3) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban seluruh

penggunaan dana sesuai dengan batas waktu sebagaimana ayat (1) dan (2).

(4) Atas penerimaan bantuan sosial berupa uang yang penggunaannyaf
pemanfaatan melebihi batas waktu tanggal pelaporan sebagaimana pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban yang
terdiri dari :

a. laporan realisasi penggunaan dana;
b. kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan;
c. sisa uang yang belum digunakan;
d. rencana penggunaan sisa uang; dan
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan.

(5) SKPD terkait wajib memberikan surat pemberitahuan batas waktu
sebagaimana pada ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

(6) Apabila penerima bantuan sosial sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial maka SKPD terkait memberikan surat teguran pertama paling lambat
7 (tujuh) hari kerja sesudah batas waktu yang telah ditentukan, jika tidak
mengindahkan surat teguran pertama maka SKPD terkait wajib memberikan
surat teguran kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
surat teguran pertama.

(7) Apabila surat teguran pertama dan kedua tidak ditanggapi oleh penerima
bantuan sosial maka SKPD terkait wajib melaporkan kepada Gubernur
dengan tembusan Inspektorat agar dilakukan audit terhadap penerima
bantuan sosial.

(8) SKPD terkait mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan
penyimpanan dokumen laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang
atau jasa.

(9) PPKD mengendalikan dokumen pencairan belanja bantuan sosial atas beban
belanja PPKD.

Pasal 54

Laporan penggunaan bantuan sosial disusun dalam surat yang memuat
realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai bantuan sosial yang
diterima sesuai dengan usulan yang telah disetujui serta ditandatangani
oleh penerima.

Format minimal laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B.VII sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

(21

(1)

(21

Pasal 55

Bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa dicatat
objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang
program dan kegiatan pada SKPD terkait.

belanja bantuan

sebagai reaiisasi
dan jasa dalam
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(3) PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja bantuan sosial berupa uang
untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Belanja bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan,
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

(5) Realisasi belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa, dikonversikan
sesuai standar akutansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan
diungkap pada catatan laporan keuangan dalam pen1rusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 56
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja
bantuan sosial.

(21 SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepada PPKD, BAPPEDA dan
Biro Sosial.

(3) PPKD melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada
Gubernur dengan tembusan Inspektorat.

(4) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengawasan terhadap
pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah
dan belanja bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak
direncanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-und an,gar..

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

Penerima hibah dan bantuan sosial yang melanggar ketentuan dapat
dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah
dan bantuan sosial yang diberikan secara bertahap sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan SKPD terkait menerapkan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penerima belanja hibah
ditetapkan dalam NPHD.

(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini :

(1) Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak
direncanakan yang dilaksanakan sebelum Perubahan APBD 2014
ditetapkan. dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum
diubah dengan Peraturan Gubernur ini.

(2) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam
Perubahan APBD 2Cl4 berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubei-iiui'
ini.

(3) Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan yang dilaksanakan
setelah Perubahan APBD 2A74 ditetapkan, bei'pedoman pada ketentuan
Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETEI{TUAI! PEIYUTUP

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatann5,'a dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal L5 September 2013

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 September 2C13

PIt. SEKRETARTg DAERAH PROVINSI
KATIMANTANTJTARA,

*

,,' DRS. H. BADRUN, MSi.

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2OI3 NOMOR 11

DR. H. IRIANTO LAMBRIE
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BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAITJA
DAERAII PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2Ol3
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

REGISTER PENERIMAAN BERKAS USULAN PERMOHONAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN
SKPD

Tim
Verifikasi dan Evaluasi SKPD

(nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

Mengetahui/ Menyetujui
Kepala SKPD,

cap/ttd

{nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

Catatan :

o Kolom 1 diisi dengan nomor urut register penerimaan berkas.
o Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya berkas usulal hibah dari pemohon.
r Kolom 3 diisi dengan nomor (bila ada) dan tanggal surat permohonan dari pemohon.
. Kolom 6 diisi dengan rencana penggunaan barang hibah atau dana hibah.

' Kolom 7 diisi dengan "barang" kalau permohonan hibahnya berupa barang dan "uang"
jika permohonan hibahnya berupa uang.

o Kolom 8 diisi khusus usulan hibah berupa barang, diisi dengan jumlah unit/buah
barang sesuai permohonan hibah.

. Kolom 9 diisi dengan jumlah nilai barang / uang sesuai permohonan hibah.

;iilj^' I Lengkap
Usulan Hibah



LAMPIRAN A.I.b : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI A}IGGARAN
PEIIDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2Ol3
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

CEK LIST KELENGKAPAN
BERKAS USULAN PERMOHONAN HIBAH

OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD
Tahun Anggaran
Jenis Hibah
Hibah Kepada
Nomor Register

Uang / Barang *)

kemasyarakatan;
foto copy izin operasional yang telah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang/surat keterangan terdaftar dari
instansi yang berwenang (telah berizin atau terdaftar);
bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi kelompok
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang
kantornya menyewa;
foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas
nama ketua, sekretaris dan bendalnra atau sebutan lain
untuk pengurus kelompok masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;
foto copy rekening bank atas nama kelompok masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan;

No. Uraian cek list
oleh Tim Ket

I 2 3 +

1. yang diajukan oleh kelompok masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan:
a. foto copy akta notaris mengenai pendirian kelompok

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan atau
dokumen lain yang dipersamakan yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

b. susunan kepengurusan;
c. foto copy nomor pokok wajib pqiak (NPWP) yang telah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. surat keterangan domisili kelompok masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan dari Desa/Kelurahan
setempat;

e. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang
menyatakan bahwa usulan kegiatan telah tercantum
dalam hasil musyawarah pembangunan desa/ dokumen
perencanaan pembangunan kelurahan yang diajukan
oleh kelompok masyarakat dan organisasi



j. rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan;

k. gambar rencana, konstruksi bangunan, denah lokasi
atau dokumen lain yang sejenis bagi usulan hibah untuk
frsik/ konstruksi;

1. jadwal rencana kegiatan; dan
m. surat keterangan dari SKPD terkait bahwa pemohon

pernah menerima/ belum pernah menerima bantuan
hibah pada tahun berturut-turut.

yarg diaJukan oleh satuan pendidikan swasta :

a. foto copy ijin pendirian sekolah yang telah dilegalisir oleh
pej abat yang berwenang;

b. struktur organisasi sekolah;
c. foto copy nomor pokok wajib pqjak (NPWP) yang telah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. surat keterangan domisili satuan pendidikan swasta dari

Desal Kelurahan setempat;
e. foto copy inn operasional yang telah dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang/surat keterangan terdaftar dari
instansi yang berwenang (telah berizin atau terdaftar);

f. foto copy rekening bank atas nama satuan pendidikan
swasta.

Kesimpulan hasil cek kelengkapan berkas usulan hibah adalah berkas usulan lengkap/tidak
lengkap */ untuk itu berkas usulan hibah dapat ditentskan untuk dlproses aertfikasi dan
eaalua,si/dtkemb allko;n untuk dileng kapi pemohon * 

),

TIM VERIFIKASI, VALIDASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NlP Tanda Tangan

1.

2.

3.

Mengetahui/ M enyetujui :

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

Catatan:
r Coret yang tidak perlu untuk jenis hibah dan kesimpulan cek kelengkapan berkas
o Beri tanda " tl " pada kolom 3 bila kelengkapan berkas dinyatakan ada.
. Uraian berkas yang harus ada pada kolom 2 disesuaikan dengan kelompok

pemohon hibah

2.



LAMPIRAN A.I.c : PERATURAN GTIBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSI'MBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAITJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2Ol3
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

LEMBAR VERIFIKASI, DAN EVALUASI
BERKAS USULAN PERMOHONAN HIBAH

OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

Jenis Hibah : Uang / Barang *)

Hibah Kepada :

Nomor Register :

No. Uraian Cek List
OlehTim Keterangan

1 2 'J 4

1 Apakah dokumen persyaratan telah
lengkap

2. Apakah usulan hibah telah memuat :

a. Nama dan alamat yang jelas
b. Latar belakang, maksud, dan

tujuan
c. Rincian rencana penggunaan

hibah

3. Apakah susunan kepengurusan telah
sesuai dengan struktur organisasi yang
ada

4. Apakah telah mempunyai NPWP (bagi
pemohon) yang berbentuk badan
hukum)

5. Apakah pemohon satuan pendidikan
telah mempunyai ijin pendirian sekolah

6. Apakah ada keterkaitan antara usulan
hibah yang diajukan dengan pencapaian
sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah

7. Apakah sudah sesuai antara isi usulan
hibah dan dokumen persyaratan dengan
keadaan/kondisi di lapangan yang
sesungguhnya :

a. Jadwal kegiatan
b. Lokasi fisk/kegiatan
c. Kegiatan fisik yang akan/sedang

dilaksanakan
d. Nama dan alamat pemohon

sesuai dengan nama dan alamat
dalam akta notaris (bagi
pemohon yang berbentuk badan
hukum).

e. Nama dan alamat pemohon



f.

sesuai dengan nama dan alamat
dalam surat ijin
operasional/surat keterangan
terdaftar dari instansi yang
berwenang
Organisasi telah terdaftar
sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun
Nama dan alamat pemohon
satuan pendidikan sesuai
dengan ijin pendirian sekolah
Nama sesuai dengan SK
pengangkatan bagi pemohon

ob.

h.

guru
PAUDNI/tenaga

swasta/tutor
penyuluh

Non PNS.

Kesimpulan hasil verifikasi dan evaluasi berkas usulan hibah adalah sebagai berikut :

1. Berkas usulan permohonan hlbah dlterima/dttolak */, untuk itu berkas usulan hibah dapat
dltentskan untuk dlproses pengaJuan anggarant/dlkembsllkqn kepada pemohon *).

a. Apakah harga satuan dalam
usulan hibah telah sesuai
dengan standar satuan harga
yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara.

b. Apabila komponen yang
dibutuhkan tidak terdapat dalam
standar satuan harga, maka
apakah harga satuan dalam
usulan hibah telah
menggunakan harga pasar yang
berlaku saat dilaksanakan
verifikasi dan evaluasi.

Apakah permohonan hibah peralatan
dan bahan serta kebutuhan lainnya
telah sesuai dengan jenis kegiatan yang
diajukan.

Apakah rincian/rencana penggunaan
hibah sesuai dengan kegiatan.

Apakah Rencana Anggaran Belanja
(RAB) telah sesuai dengan
gambar/desain (untuk usulan hibah
yang akan digunakan untuk
pembangunan fi sik/ konstruksi.

Apakah usulan hibah yang diajukan
tidak untuk membiayai kegiatan rutin
kantor.

Apakah nama pemohon hibah yang
mengajukan usulan hibah telah sesuai
dengan KTP yang dilampirkan.

Apakah domisili/alamat dari pemohon
hibah adalah sesuai dengan yang
tercantum dalam usulan hibah atau
KTP.

Pertimbangan kinerja pengelolaan hibah
sebelumnya:

a. Telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban hibah yang
diterima sebelumnya.

b. Tidakmenyalahgunakan
pemberian hibah sebelumnl.a.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.



2. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi usulan permohonan hibah lebih tepat diberikan dalam
bentuk uang sebesar Rp ................... atau lebih tepat diberikan dalam bentuk barang sebanyak

unit/buah senilai Rp ................... atau iebih tepat diberikan dalam bentuk jasa senilai
Rp ....................

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NIP Tanda Tangan

t.

2.

3.

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama jelas / ditanda tangani/ NiP)

Catatalj:
r Pilih atau Coret yang tidak perlu untuk jenis hibah dan kesimpulan hasil verilikasi, validasi,

dan evaluasi berkas usulan permohonan hibah.
o Beri tanda " V ' pada kolom 3 oleh Tim yang melakukan verifikasi, dan evaluasi berkas

usulan permohonan hibah, biia sesuai sebagaimana uraian pada kolom 2.
r Uraian verifikasi, validasi, dan evaluasi yang dilakukan pada kolom 2 disesuaikan dengan

pengelompokkan pemohon hibah.



LAMPIRAN A.I.d : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BDLANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI USULAN PERMOHONAN HIBAH

Pada hari ini ......... Tanggal ........ Bulan ........ Tahun Kami Tim Verifikasi, dan
Evaluasi Hibah Daerah pada SKPD ........ yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD ..Nomor
Tangga1..........., telah melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan, kesesuaian dokumen
persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan penerima hibah terhadap usulan
permohonan hibah Tahun Anggaran..

Rekapitulasi hasil Verifikasi, dan Evaluasi terhadap usulan permohonan hibah Tahun
Anggaran adalah sebagai berikut.

No. Pemohon Hibah

Usulan Berkas
Yang Masuk

Simpuian Verifikasi,
dan Evaluasi Usuian

Jumlah Berkas
yang memenuhi

Persyaratan Hibah

Jumiah
Berkas

Niiai
(Rp)

Jumlah
Berkas
yang

ditolak

Jumlah
Berkas
yang

Diterima

Jumlah
Berkas

Nilai
(Rp)

1 c a 4 5 6 7 8
1. Usulan Hibah berupa Uang

dari :

a. Pemerintah,
b. Pemerintah daerah

lainnya,
c. Perusahaan

daerah/BUMD,
d. Kelompok

masyarakat,
e. Organisasi

kemasyarakatan,
f. Satuan pendidikan

swasta antara lain ;

r PAUDNI,
. SD/MI,
o SMP/MTS,
e SMA/SMK/MA/

MAK.
g. Dana BOSDA

sMA/SMK/MA/MAK
swasta,

h. Dana pendidikan
untuk:
o Insentif guru Non

PNS,
r Tutor PAUDNI,
o Dana BOS.

.) Usulan Hibah berupa Barang
dari :

a. Pemerintah,
b. Pemerintah Daerah

Tainnya,
c. Perusahaan

Daerah/BUMD,
d. Kelompok



Masyarakat,
e. Organisasi

Kemasyarakatan,
f. Satuan Pendidikan

Swasta antara lain :

r PAUDNI,
. SD/MI,
. SMP/MTS,
o SMA/SMK/

MA/MAK.
Total

Rincian hasil verifikasi dan evaluasi tercantum dalam Lampiran Berita Acara Verifikasi, dan
Evaluasi Berkas Usulan Permohonan Hibah.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dibuat 4 (empat) rangkap
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya"

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Tanda Tangan

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala SKPD,

caplttd

(nama jelas/ ditanda tangani / NIP)

Catatan :

r Kolom 2 disesuaikan hibah yang ada pada masing-masing SKPD, bila tidak ada dihapus saja
r Kolom 3 diisi dengan jumlah berkas yang diterima sesuai register penerimaan berkas usulan

permohonan hibah
. Kolom 5 diisi dengan jumlah berkas yang ditolak sesuai verifikasi, dan evaluasi
. Kolom 6 diisi dengan jumlah berkas yang disetujui sesuai verifikasi, dan evaluasi
r l(olom 7 diisi dengan jumlah berkas yang disetujui sesuai verifikasi, dan evaiuasi
. Kolom 8 diisi dengan jumlah nilai yang disetujui sesuai verifikasi, dan evaluasi.



LAMPIRAN A.I.C : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA HIBAII DAN BELANJA BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : L6 SEPTEMBER2Ol3

KOP SURAT SKPD

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI

BERKAS USULAN PtrRMOHONAN HIBAH UANG

NO. Nama Pemohon Hibah Alamat
kngkap

Rencana
Penggunaan

Dana

Kelengkapan
Berkas

Kesesuaian
Persyaratan
Administrasi

Memenuhi
Persyarat
Penerima

Hibah

Hasil Verifikasi Evaluasi
Nomor

Register
Nilai

Usulan
Hibah (Rp)

Nilai Hibah
yang

Disetuiui (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 t0

1

Hibah Kepada Instansi Pemerintah
1) Instansi
2\ Instansi
3) Dst....................
4)

2.

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1) Pemda
2l Pemda
3) Dst............
4l

4. Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD
1) BUMD



5.

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
1) Kelompok
2) Kelompok....
3) Dst............
4)

6.

Hibah Kepada Organisasi Kenasyarakatan
1) Organisasi..
2l Organisasi..
3) Dst............

7.

Hibah untuk sarana dan prasarana Kepada
Satuan Pendidikan Swasta, antara lain :

a. PAUDNI
1) PAUDNI......
2l PAUDNr......

3) Dst............
b. SD/MI

1) SD/Mr
2l SD/MI

c. SMP/MTS
1) SMP/MTS
2I SMP/MTS
3) Dst............

d. sMA/sMK/MA
1) SMA/SMK/MA
2l SMA/SMK/MA
3) Dst.............

8.

Hibah Dana BOSDA kepada Sekolah Swasta,
antara lain :

a. SMA Swasta
1) SMA...........
2l sMA...........



9.

Hibah Dana BOS Kabupaten Kepada Sekolah
Swasta, antara lain :

a. PAUDNI
1) PAUDNT
2) PAUDNr......
3) Dst..,.........

b. sD/Mr
1) SD/Mr
2l sD/Mr........
3) Dst..,.........

c. SMP/MTS
1) SMP/MTS
2l sMP/MTS...
3) Dst..,.........

d. sMA/sMK/MA
1) SMA/SMK/MA..............
2l sMA/SMK/M4...............
3) Dst..,,.........

10.

Hibah Dana Insentif Kepada Guru Swasta
1) Nama Guru
2l Nama Guru
3) Dst............

11
Hibah Dana Insentif kepada Tutor PAUDNI

1) Nama Tutor
2l Nama Tutor



Kepala SKPD

.......tgl/bulan/tahun

I(etua'I'im Verifikasi dan Evaluasi SKPD

(nama jelas pimpinan / ditanda
tangani/NIP/dicap)

Catatan :

o Kolom 2 disesuaikan hibah yang ada pada masing-masing SKPD, bila tidak ada silahkan dihapus
o Kolom 4 diisi rencana penggunaan dana hibah uang.
. Kolom 5 diisi denganjumlah nilai hibah yang disetujui sesuai verifikasi dan evaluasi.
. Kolom 6 diisi dengal nomor register sesuai dengan nomor dalam register penerimaan berkas usularr permohonan hibah

(nama jelas / NIP)



LAMPIRAN A.II.A : PERATURAN GUBERIVUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI AI{GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI USULAN HIBAH BARANG

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Hal : Hasil Verifikasi, dan Evaluasi

Usulan Permohonan Hibah barang
atau Jasa Tahun Anggaran

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Up. Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Prov. Kaltara
Di*

Tanjung Selor.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 11
Tahun 2Ol3 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara, tim Verifikasi dan Evaluasi SKPD telah melakukan kegiatan
verifikasi dan evaluasi terhadap usulan hibah barang atau jasa yang ditujukan
oleh pemohon hibah. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat kami
laporkan sebagai berikut :

1. Jumlah usulan hibah barang yang di 4jukan oleh pemohon hibah sebanyak
(...........) berkas dan berkas yang telah diverifikasi dan evaluasi

sebanyak ..............(..........) berkas usulan hibah barang atau jasa dengan
senilai Rp. ..........

2. Dari hasil verifikasi dan evaluasi terhadap usulan hibah barang terkait
dengan kelengkapal, kesesuaian dokumen persyaratan administrasi dan
pemenuhan persyaratan penerima hibah maka menurut kami sebanyak
..........( ..........) berkas usulan hibah senilai Rp.
dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam belanja hibah
dalam Tahun Anggaran ........

dapat
barang atau jasa

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan surat usulan
hibah barang atau jasa dari pemohon hibah, fotocopy berkas kelengkapan
dokumen persyaratan administrasi usulan pemohon hibah barang dan daftar
calon penerima hibah barang atau jasa yang telah diverifikasi dan evaluasi.

Atas perhatian dan pertimbangantya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD......

Nama jelas pimpinan/ ditanda tangani/NIP/Cap



LAMPIRAN A.II.b : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TAI{GGAL : 16 SEPIEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH BARANG ATAU JASA
TAHUN ANGGARAN ...........,...

SKPD
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN USULAN PERMOHONAN HIBAH

NO Nama Pemohon Hibah Alamat
Lengkap

Rencana
Penggunaan

Barang
Hibah

Jenis Barang
Sesuai

Permohonan
Hibah

Hasil Verifikasi Evaluasi Nama Kegiatan
SKPD

Nomor
Resister

Jumlah
Ba.rang

Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Hibah Kepada Instansi Pemerintah Pusat
1) Instansi
2) Instansi
3) Dst....................

2.

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1) Pemda
2l Pemda
3) Dst.............

4.



7.

Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD
1) BUMD.........
21 BUMD.........
3) Dst.......,....

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
1) Kelompok
2) Kelompok....
3) Dst ............

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
1) Organisasi..
2) Organisasi..
3) Dst ............

Hibah untuk sarana dan prasarana Kepada
Satuan Pendidikan Swasta, antara lain :

a. PAUDNI
1) PAUDNr......
2l PAUDNr.,....
3) Dst ............

b. sD/MI
i) sD/Mr
2l sD/Mr

c. SMP/MTS
1) SMP/MTS

2l SMP/MTS
3) Dst............

d. sMA/sMK/MA
1) SMA/SMK/MA
2l SMA/SMK/MA
3) Dst.............

.5.

6.



Kepala SKPD .........

(nama jelas pimpinan/ditanda
tangani/NII'ldicap)

. Kol@ 2 di*sueikan hibah yeg ada pada masiDS-@siag SI@D, bila tid6l< ada silalikan dihapus

. Kol@ 4 di3i dengEn rncea p€nggunaa! baraig hib8ll

. KoloE 5 disr d€ngEa jmis barang atau jasa ,6g akar dihibahr.m.

. I<olom 6 dnsi kllusus uDtuk usulan hibah b8dE, diisi dcngm jumlah bsrais ysng disetujui *suai rcrifk6i d3! *alu8i.

. XoloE 7 diisi ddSsajumlatt nilai bibsh yang di*tqiui *$ai verifikasi dm e!aru6i.

. xolm a khuss utuk usuld luban bdag do jIM do dihi dag6 l1@a kesiatm sxPD yos ssuai untuk p€lgEnsg8lfu bel.nja bsrsr8 hibah terebut.

. Koloo 9 diiBi deigan noror registd sesuai dengan nomor dalan rcsGter p.neriEaan berk8 usulai pmohonan hibal.

........... ",.....tgl/ bulan/tahun

Ketua Tim Verifikasi dan Evaluasi SKPD

(namajelas / NIP)



LAMPIRAN A.III.a : PERATIIRAN GI,BERIVUR TET{TANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSINUBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TNIUN 2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG PERTIMBANGAN USULAN HIBAH

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Ha1 Hasil Pertimbangan Usulan Permohonan

Hibah Tahun Anggaran

Yth. Gubernur Kalimaltan Utara
Di-

Tanjung Selor.

Memperhatikan hasil verifikasi dan evaluasi dari SKPD terhadap usulan
permohonan Hibah dari pemohon hibah kami telah melakukan penelaahan
yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
mempertimLrangkan prioritas pemenuhan belanja urusa.n wajib yang ditetapkan
dalam peraturan perundang undangan. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut
dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Jumlah usulan hibah barang yang di sampaikan SKPD sebanyak
(...........) berkas dan berkas yang telah diverifikasi dan evaluasi sebanyak

(..........) berkas usulan hibah barang atau jasa dengan senilai Rp.

2. Dari hasil verifikasi dan evaluasi terhadap usulan hibah barang terkait
dengan kelengkapan, kesesuaian dokumen persyaratan administrasi dan
pemenuhan persyaratan penerima hibah maka menurut kami sebanyak
.........(..........) berkas usulan hibah senilai Rp. ......... dapat dipertimbangkan
untuk dianggarkan dalam beianja hibah barang atau jasa dalam Tahun
Anggaran .......,

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan surat usulan
hibah barang atau jasa dari pemohon hibah, fotocopy berkas kelengkapan
dokumen persyaratan administrasi usulan pemohon hibah barang dan daftar
calon penerima hibah barang atau jasa yang telah diverifikasi dan evaluasi.

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD......

Nama jelas pimpinan/ ditanda tangani/NlP/Cap



LAUPIRAIT A.Ilt.b : PEtraATIrIlAl{ GUBERIUR TEI{TAIIG BELIINJA HIBAII DAN EElllJg.rA
BANTUAX S(,6IAI, YAITG BERSI'IIBER DARI AITGGARAII PEITDAPATAI{ DAII
BEIITITJA DA.ERAH PEUERIITTATI PROVII{EI IIALI ANTAII UTARA
NOIIOR : ll TaHUI{ 2013
TIIIGGAL : 16 SEPTEUBER 2013

KOP SURAT SKPD

DAFTAR NOMTNATIF CALON PENERIMA HIBAH UANG
(DNC-PBH)

TAHUN ANGGARAN .

BERDASARKAN HASIL PERIMBANGAN TAPD

NO. Nama Pemohon Hibah Alamat Lengkap
Rencana

Penggunaan Dana
Hibah

Besaran Hibah (Rp)
Nama SKPDHasil Verifikasi dan

Evaluasi SKPD
Hasil Pertimbangan

TAPD
1 2 3 4 5 6 7

1

Hibah Kepada Instansi Pemerintah Pusat
1) Instansi
2\ Instansi
3) Dst....................

o

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1) Pemda
2) Pemda
3) Dst............

4.
Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD

1) BUMD
2l BUMD
3) Dst............



5.

Hibah I(epada Kelompok Masyarakat
1) Kelompok
2l Kelompok....
3) Dst.............

6.

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
1)

2l
3)

7.

Hibah untuk sarana dan prasarana Kepada
Satuan Pendidikan Swasta, antara lain :

a. PAUDNI
1) PAUDNr......
2) PAUDNr......
3) Dst............

b. sD/MI
1) SD/Mr
2) SD/Mr
3) Dst............

c. SMP/MTS
1) SMP/MTS
2l sMP/MTS
3) Dst..,.........

d. sMA/sMK/MA
1) SMA/SMK/MA
2\ SMA/SMK/MA
3) Dst.............

8.

Hibah Dana BOSDA kepada Sekolah Swasta,
antara lain :

a. SMA Su,asta
1) SMA........,..
2\ SMA...........
3) Dst ............



9.

Hibah Dana BOS Kabupaten Kepada Sekolah
Swasta, antara lain :

a. PAUDNI
1) PAUDNT.
2) PAUDNr...
3) Dst.........,

b. sD/Mr
1) SD/Mr....
2) SD/Mr.....
3) Dst.........,

c. SMP/MTS
1) SMP/MTS
2\ SMP/MrS
3) Dst.........

d. sMA/sMK/MA
1) SMA/SMK/MA
2l SMA/SMK/MA.
3) Dst..................,

10.
Hibah Dana Insentif Kepada Guru Swasta

1) Nama Guru
2l Nama Guru
il l)sf

11.
Hibah Dana Insentif keoada Tutor PAUD



1)
2l

Nama Tutor
Nama Tutor
Dst ............

. "................tgl/bulan/tahun

TAPD



LAMPIRAN A.III.C : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH UANG
(DNC-PBH)

TAHUN ANGGARAN .............
BERDASARKAN HASIL PERTIMBANGAN TAPD

NO Nama Pemohon Hibah Alamat
kngkap

Rencana
Penggunaan

Barang Hibah

Jenis Barang
Sesuai

Permohonan
Hibah

Besaran Hibah (Rp)
Nama Kegiatan

SKPD
Nama SKPDHasil Verifikasi

dan Evaluasi
SKPD

Hasil
Pertimbangan

TAPD
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Hibah Kepada Instansi Pemerintah
1) Instansi
2) Instansi
3) Dst....................

2.

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1) Pemda
2) Pemda
3) Dst.............

4. Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD
1) BUMD



Hibah Dana BOSDA kepada Sekolah Swasta,
antara lain :

a. SMA Swasta

2)
3)

5.

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
1) Kelompok
2l Kelompok....
3) Dst............

6.

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
l) Organisasi..
2\ Organisasi..
3) Dst............

7.

Hibah untuk sarana dan prasarana Kepada
Satuan Pendidikan Swasta, antara lain :

a. PAUDNI
1) PAUDNI.......
2l PAUDNI......
3) Dst.............

b. sD/MI
1) SD/MI
2l SD/MI
3) Dst.............

c. SMP/MTS
1) SMP/MTS
2l SMP/MTS
3) Dst......................

d. sMA/sMK/MA
1) SMA/SMK/MA
2l SMA/SMK/MA
3) Dst.......................

8.



b.

9.

Hibah Dana BOS Kabupaten Kepada Sekolah
Swasta, antara lain :

a. PAUDNI
1) PAUDNT....
2) PAUDNr.....
3) Dst...........

b. sD/MI
1) SD/Mr......
2) SD/Mr......
3) Dst ..,........

c. SMP/MTS
1) SMP/MTS
2l SMP/MTS.
3) Dst..........,
SMA/SMK/MA
1) SMA/SMK/MA
2l SMA/SMK/MA.
3) Dst...................

10.

Hibah Dana Insentif Kepada Guru Swasta
1) Nama Guru
2l Nama Guru
'll f)st



Hibah Dana Insentif kepada Tutor PAUD
1) Nama Tutor
2) Nama Tutor
3) Dst............ l

..,.., "...........tgl/bulan/tahun

TAPD

11



LAMPIRAN A.TV.A : PERATURAN GUBERJ'TUR TENTAT{G
BELANJA HIBAH DAIY BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSINUBER DABI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN

TAHUN ANGGARAN

Nomor'ffilliffiffiX'Jl

Pada hari ini .......... Tanggal Bulan Tahun ( .... - ....- 2O.... ) yang
bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama
NIP.
Jabatan
Unit Kerja

II. Nama
No. KTP
Jabatan
Alamat

( Nama Jelas dan Gelar )

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ...... Tahun ...... Tanggal......... tentang Penunjukkan
Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah Kepada Kepala Organisasi
Perangkat Daerah I Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

( Nama Jelas dan Gelar )

Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesar Rp. .......... ( ............... ....... ).

(2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa
uang sebesar Rp. .... ( .......... ......... ).

(3) Belanja Hibah sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/usulan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjaqjian belanja hibah daerah
ini, meliputi:



JUMLAH

(3)

t1)

(21

(41

(s)

(1)

{21

(4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

Pasal 2

PENCAIRAN BEI/,NJA HIBAH

Pencairan belanja hibah berupa uanng yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Kalimantan Utara Tahun dilakukan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA mengajukan Usulan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :

a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
b. Foto copy rekening Bank;
c. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan

sesuai dengan NPHD;
d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;dan
e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan penerima hibah yang telah

dilgalisir oleh pejabat yang berwenang.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui
pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara ke
Rekening Bank atas nama selaku
PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak 1ain.

PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA,
segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja
Hibah / Usulan d an Peraturan Perund ang-undangan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah.

Apabila digunakan untuk pengadaan barang danjasa, maka proses pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur
melalui Dinas/Badan.

Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, dan waktu yang telah
ditentukan berkewqjiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan
Utara dengan Nomor Rekening ....... dan menyerahkan bukti setorannva
kepada PPKD.

Pasa-I4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas
pengajuan pencairan dana telah dipenuhi PIHAK KEDUA.

(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

(3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja hibah.

(3)

(4)

No. URAIAN



i4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 5

SANKSI

PIHAK KEDUA yang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan penundaan/penghentian pencairanf penyaluran belanja
hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
LAIN _ LAIN

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama
dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam
Addendum.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

( Nama jelas dan Gelar ) ( Nama jelas dan Gelar )

Keterangan :

. Rangkap 1 diberi materai pada PIHAK PERTAMA

. Rangkap 2 diberi materai pada PIHAK KEDUA

. Rangkap 3 dan 4 tidak diberi materai



LAMPIRAN A.TV.b : PERATURAN GUBERNT,R TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2OLg
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN

TAHUN ANGGARAN

Nomor: pihak kesatu )

........ (pihak kedua i

Pada hari ini .......... Tanggal Bulan Tahun ( .... - ....- 2O... ) yang
bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama
NIP.
Jabatan
Unit Kerja

II. Nama
No. KTP
Jabatan
Alamat

( Nama Jelas dan Gelar )

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ...... Tahun ......Tan99a1......... tentang Penunjukkan
Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah Kepada Kepala Organisasi
Perangkat Daerah / Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

( Nama Jelas dan Gelar )

Yang bertindak untuk dan atas nama . yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesar Rp. .......... ( ............... ....... ).

{2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa
uang sebesar Rp. .... ( .......... ...... ).

(3) Belanja Hibah sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/usulan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah
ini, meliputi:



No. URAIAN JUMLAH

{4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

Pasal 2

PENCAIRAN BELANJA HIBAH

{1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Kalimantan Utara Tahun dilakukan secara

bertahap, dengan rincian sebagai berikut.

Tahap I
No. URAIAN JUMLAH

PIHAK KEDUA mengajukan Usulan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :

a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
b. Foto copy rekening Bank;
c. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan

sesuai dengan NPHD;
d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;dan
e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan penerima hibah yang telah

dilgalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pencairan Tahap II/ Tahap selanjutnya, PIHAK KEDUA mengajukan usulan kepada
PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :

a. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap llTah.ap selanjutnya; dan
b. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh

Ketua/ Pimpinan penerima.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui
pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara ke
Rekening Bank atas nama selaku
PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening

{5) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.

(6) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA,
segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja
Hibah/Usulan clan Peraturan Perundang-undangan.

(2)

(s)

(41

JUMLAH

Dst ................
JUMLAHNo. URAIAN



Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah.

(2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

{3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur
melalui Dinas/Badan.

(a) Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, dan waktu yang telah
ditentukan berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan
Utara dengan Nomor Rekening ....... dan menyerahkan bukti setorannya
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(i) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas
pengajuan pencairan dana telah dipenuhi PIHAK KEDUA.

(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.

{4} Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 5

SANKSI

PIHAK KEDUA yang melanggar Pasal I ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan penundaan/penghentian pencairan/ penyaluran belanja
hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
LAIN - LAIN

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama
dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sarna.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam
Addendum.

PIHAK KEDUA AK PERTAMA

( Nama jelas dan Geiar ) ( Nama jelas dan Gelar )

Keterangan :

r Rangkap 1 diberi materai pada PIHAK PERTAMA
r Rangkap 2 diberi materai pada PIHAK KEDUA
. Rangkap 3 dan 4 tidak diberi matera

PIH

t-;;;-.1
I '".utupnvu 

I



LAMPIRAN A.tV.c : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAII PEMERINTAH PROVIilSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN

TAHUN ANGGARAN

Nomor: (pihak kesatu
(pihak kedua

Tahun

)

t

( .... - ....- 20... ) yangPada hari ini .......... Tanggal Bulan
bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama
NIP.

Jabatan
Unit Kerja

( Nama Jelas dan Gelar )

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ...... Tahun ...... Tanggal......... tentang Penunjukkan
Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama
No. KTP
Jabatan
Alamat

( Nama Jelas clan Gelar )

Yang bertindak untuk dan atas nama (Sekolah/Kelompok Masyarakat/ORMAs) yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Barang
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasa1 1

JUMLAH DAN TUJUAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang
dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BARANG JUMLAH BARANGNo.

1.

2.

3.

4.

Dst



t2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima hibah barang dari PIHAK PERTAMA dalam
kondisi baru, lengkap, dan sesuai spesifikasi teknis jenis barang.

{3) Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan
Rencana Penggunaan Penggunaan Hibah pada Usulan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

Pasal 2

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

(1) Penyaluran hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Kalimantan Utara Tahun ...... dilakukan dengan
Berita Acara Serah Terima Barang.

{2) Untuk penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA
mengajukan usulan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :

a. Naskah Perjanjian Naskah Daerah; dan
b. Berita Acara Serah Terima Barang.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui
pemindahtanganan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

{4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran hibah dari PIHAK PERTAMA segera
menggunakan dan atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Hibah pada
Usulan sesuai peraturan perundangan-uandangan.

(5) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan barang yang telah diterima kepada pihak lain.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materil atas
penggunaan dan/atau pemanfaatan barang yang didanai dari APBD Provinsi
Kalimantan Utara yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada
Rencana Penggunaan Pengguna Hibah Barang/Usulan sesuai peraturan perundang-
undangan.

(2) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah berupa barang kepada
Gubernur Kalimntan Utara melalui SKPD terkait ) diseretai dokumen Berita Acara pada
saat serah terima barang

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

{1) Menyerahkan barang apabila syarat-syarat telah dilengkapi dalam berkas pengajuan
penyaluran hibah barang oleh PIHAK KEDUA.

(2) Menunda penyerahan hibah barang apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan/pemanfaatan hibah barangn
tersebut.

Pasal 5
SANKSI

PIHAK KEDUA apabila melanggar Pasal 2 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau
sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Srang berlaku.



Pasal 6
LAIN _ LAIN

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama
dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam
Addendum.

PIHAK KEDUA

( Nama jelas dan Gelar )

Keterangan :

o Rangkap 1 diberi materai pada PIHAK PERTAMA
o Rangkap 2 diberi materai pada PIHAK KEDUA
. Rangkap 3 dan 4 tidak diberi materai

PIHAK PERTAMA

l-;;-l
I se.ukrpnya I

( Nama jelas dan Gelar )



LAMPIRAN A.V.A : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BAT{TUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAIIUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

KOP SURAT PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH / KELOMPOK
MASYARAKAT/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN/ SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : ....................
Lampiran : Satu Berkas
H a I : Usulan Pencairan Hibah Uang

Tahun Anggaran 20...

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Cq. SKPD
Di-

Taniung Selor

Menunjuk surat permohonan hibah kami kepada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor ......Tanggal.................., bersama ini kami
mengajukan usulan pencairan belanja hibah berupa uErng sebesar
Rp............ dengan rincian rencana penggunaan dana hibah
sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur, kami iampirkan
persyaratan administratif pencairan Belanja Hibah berupa uang Tahun
Anggaran

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

( pimpinan instansi/organisasi )

Nama jelas pimpinan/ ditanda tangani/MP/Cap



LAMPIRAN A.V.b :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
DANA HIBAH BERUPA UANG

PERATURAN GUBERNT'R TENTANG
BELAITJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI AI{GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

Kegiatan
Lokasi Kegiatan

No.
Uraian Rincian

Rencana Penggunaan Dana Hibah
Rencana Anggaran

(Rp)
Keterangan

1

.) Biaya.

3. Biaya.

Dst Biaya.

Jumlah

( pimpinan instansi/organisasi )

Nama jelas pimpinan/ ditanda tangani/NlP/Cap



LAMPIRAN A.V.c : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTATI PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN zOLg
TANGGAI" : 16 SEPTEMBER 2Ol3

FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG BAGI TUTOR PAUDNI. GURU NON PNS

20...

Nomor : ........................ Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Lampiran : Satu Berkas Cq. SKPD
Hal. : Usulan Pencairan Hibah Uang Dr-

Tahun Anggaran Taniung Seior

Menunjuk surat permohonan hibah kami kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara, Nomor .... Tanggai bersama ini kami mengajukan usulan pencairan
belanja hibah berupa uang sebesar Rp................

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur, kami lampirkan persyaratan
administratif pencairan belanja hibah berupa uang Tahun Anggaran .......

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

{nama jelas/ditanda tangani)



LAMPIRAN A.V.d : PERATURAI{ GUBERNUR TENTANG
BELAT{JA HIBAII DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSTIMBER DARI ANGGARAI{
PENDAPATAN DAI{ BELANJA
DATRAII PEMERINTATI PROVINSI
I(ALIIT{ANTAN UTARA
NOMOR : Il TAHIrN 2013
TAI{GGAL : 16 SEPIEMBER 2013

FORMAT SURAT USULAN PERMINTAAN HIBAH BARANG

KOP SURAT PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH 1 KELOMPOK
MASYARAKAT/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN / SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

20...

Yth. Gubernur Kalimantan UtaraNomor :

Lampiran : Satu Berkas
Hal. ; Usulan Pencairan Hibah Barang

Tahun Anggaran 20...

Cq. SKPD

di-
Taniung Selor

Menunjuk surat permohonan hibah kami kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara, Nomor .... Tanggal bersama ini kami mengajukan usulan pencairan
belanja hibah berupa barang senilai Rp............... dengan rincian jenis dan jumlah
barang serta rencana penggunaan barang sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur, kami lampirkan persyaratan
aciministratif pencairal belanja hibah berupa barang Tahun Anggaran 20...

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(nama jelas/ ditanda tangani)



LAMPIRAN A.V.e : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI AIVGGARAIT
PENDAPATAN DAN BELANTIA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
T(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TNIUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

(pimpinan instansi/ organisasi)

{Nama jelas pimpinan/ditanda tangani/NIP/Cap)

RINCIAN JENIS BARANG DAN RENCANA PENGGUNAAN BARANG

Rencana PenggunaanUraian jenis Barang Jumlah Barang



LAMPIRAN A.VI.a : PERATURAN GUBERT{IIR TENTANG
BELANJA IIIBAH DAl{ BELANJA
BANTUAN SOSIAL YAIVG
BERSUMBER DARI AI{GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 1l TAHIIN 2Ol3
TAI{GGAL : 16 SEPTEIIIBER 2Ol3

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG
Lambang

(Nama Lembaga / Organisasi Pelaksana )

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama : ................
Alamat
No. KTP
Telepon,/HP/Fax

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi
dan akuntabilitas penggunaan hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dana hibah yang
diterima;

2. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Hibah yang teiah
disetujui;

3. Menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah; dan
4. Bersedia diaudit sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta
tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

tgl/bln/tahun
PENERIMA BELANJA HIBAH

T;;_l
I sooo I

( Nama Lengkap )



LAMPIRAN A.VI.b : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG
Lambang

( Nama Iembaga / Organisasi Pelaksana )

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Alamat
No. KTP
Telepon/HP/Fax

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi
dan akuntabilitas penggunaan hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan hibah yang
diterima;

2. Akan menggunakan/memanfaatkan hibah barang tersebut sesuai dengan Rencana
Penggunaan dalam ususlan yang telah disetujui;

3. Menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah; dan
4. Bersedia diaudit sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta
tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

tgl/bin/tahun
PENERIMA BELANJA HIBAH

( Nama kngkap )



LAMPIRAN A.VII.a : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI AI'IGGARAN
PENDAPATAT{ DAN BELAT{JA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I{ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANCTGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

REGISTER PENEzuMAAN BERKAS USULAN PENCAIRANi PERMINTAAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN .....,....

SKPD

Catatan :

r Kolom 1 diisi dengan nomor urut register penerimaan berkas usulan pencairan/permintaan
hibah

. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya berkas usulan pencairan/permintaan hibah dari
pemohon

. Kolom 3 diisi dengan nomor (bila ada) dan tanggal surat usulan pencairan/permintaan hibah
dari pemohon

. Kolom 6 diisi dengan rencana penggunaan barang hibah atau dana hibah
o Kolom 7 diisi dengan 'barang" kalau permohonan hibahnya berupa barang dan "uang" kalau

permohonan hibahnya berupa uang
. Kolom 8 diisi khusus usulan hibah berupa barang, diisi dengan jumlah unit/buah barang sesuai

usulan pencairan /permintaan hibah
. Kolom 9 diisi dengan jumlah nilai barang/uang sesuai usulan pencairan/permintaan hibah.

No.
Register

Tol-ba.

Berkas
diterima

No. dan Tgl
Surat

Nama
Pemohon

Hibah

Alamat
Lengkap

Rencana
Penggunaan

Jenis
Hibah

Usulan Pencairan
Hibah

Jumlah
Barang Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2.

J.

Dst.



LAMPIRAN A.VII.b : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2Ol3
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

CEK LIST KELENGKAPAN
BERKAS USULAN PENCAIRAN/PERMINTAAN HIBAH

OLEH TIM VERIFIKASI. DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD
Tahun Anggaran
Jenis Hibah
Hibah Kepada
Nomor Register

Uang / Barangn;

Kesimpulan hasil cek kelengkapan berkas usulan pencairan/permintaan hibah adalatr berkas usulan
pencairan/permintaan lengkqpftldak lengkap*/ untuk itu berkas usulan pencairan/permintaan hibah
dapat dltet'uskq.n unfi.tk dlproses oed.flkasl dan eaaluasUdikemballkan untuk dllcngkapl
pernohon*).

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NlP Tanda Tangan

No. Uraian
Cek List
Oleh Tim Ket

1 2 3 6
1 Usulan pencairanf permintaan hibah asli dibubuhi cap danl

ditandatansani oleh penerima hibah
2. Rencana penggunaan hibah yang telah

ditetapkan bagi penerima hibah diluar
penyuluh lapangan Non PNS

disesuaikan dengan jumlah yang
pemohon guru, tutor PAUD, dan

.)- Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama
penerima hibah vans telah dilesalisir oleh peiabat berwenanq

4. Poto copy buku rekening bank atas nama pemohon
5. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan

dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama penerima hibah
6. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan

digunakan sesuai dengan NPHD
7. Foto copy surat keputusan tentang penetapan sekolah penerima dari

Dinas Pendidikan yang telah dilegallisir oleh pejabat berwenang bagr
penerima hibah satuan sekolah

8. Data jumlah siswa yang aktif yang telah diverifikasi dan validasi oieh
Dinas Pendidikan bagi penerima hibah satuan sekolah

9. Foto copy usulan permohonan hibah asli yang telah dilegalisir oleh SKPD
terkait bagi penerima hibah satuan sekolah, guru Non PNS, dan Tutor
PAUD serta Tenaga Penl'uluh Lapangan Non PNS

10. Foto copy surat keputusan pengangkatan kepala sekolah dan bendahara
oleh ketua yayasan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi
penerima hibah satuan sekolah

11 Foto copy surat keputusan tentang penetapan guru dan tutor PAUD dari
Dinas Pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi
penerima hibah Guru Non PNS, dan Tutor PAUD

t2. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik (NUPTK) bagi penerima hibah
Guru Non PNS dan Tutor PAUD

2.



a

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala SKPD,

caplttd

inama j elas / ditanda tangani/ NIP)

Catatan :

r Coret yang tidak perlu untuk jenis hibah dan kesimpulan cek kelengkapan berkas
pencairan/ permintaan hibah

. Beri tanda "{ " pada kolom 3,4, dan 5 oleh masing-masing yang melakukan cek kelengkapan
berkas, bila berkas dinyatakan ada

o Uraian berkas yang harus ada pada kolom 2 disesuaikan dengan kelompok pemohon hibah.



LAMPIRAN A.VII.C : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

LEMBAR VERIFIKASI, DAN EVALUASi
BERKAS USULAN PENCAIRAN/ PERMINTAAN HIBAH

OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD
Tahun Anggaran
Jenis Hibah
Hibah Kepada
Nomor Register

Uang / Barang*)

Kesimpulan hasil verifikasi dan evaluasi berkas usulan pencairan/permintaan hibah adalah berkas
usuian pencairan/permintaan hibah dlterina/ditolak*) untuk itu berkas usulan hibah dapat
ditenr,skan untuk dlproses pengaJuan penco;iranddikernbalikon kepada pera,ohort*).

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NIP Tanda Tangan

No. Uraian Cek List
Oleh Tim Ket

1 2 3 4
I Apakah dokumen persyaratan administratif telah lengkap

2.
Apakah nama dan alamat dalam usulan pencairaa/permintaan hibah telah
daftar penerima hibah vans telah ditetapkan

.).
Apakah besaran dana/jumlah hibah dalam usulan pencairan/permintaan hibah
telah sesuai daftar penerima hibah yans telah ditetapkan

4.
Apakah rencana penggunaan hibah telah disesuaikan dengan iumlah yang
ditetapkan bagi penerima hibah diluar pemohon guru, tutor PAUD, dan
oenvuluh laoanean Non PNS

5.
Apakah rencana penggunaan hibah telah sesuai dengan dokumen usulan
permohonan hibah bagi penerima hibah diluar pemohon guru, tutor PAUD, dan
penyuluh lapanqan Non PNS

6.
Apakah foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama
penerima hibah yang telah di-legalisir oleh pejabat berwenang telah sesuai
dengan dokumen usulan perrnohonan hibah

7.
Apakah foto copy rekening bank atas nama pemohon telah sesuai dengan
dokumen usulan permohonan hibah

8.
Apakah foto copy surat keputusan tentang penetapan sekolah penerima dari
Dinas Pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi penerima
hibah satuan sekolah telah sesuai dengan dokumen usulan permohonan hibah

9.
Apakah foto copy surat keputusan pengangkatal kepala sekolah dan bendahara
oleh ketua yayasan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi penerima
hibah satuan sekolah telah sesuai dengan dokumen usulan permohonan hibah

10.

Apakah foto copy surat keputusan tentang penetapan guru dan tutor PAUD dari
Dinas Pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi penenma
hibah guru Non PNS, dan tutor PAUD telah sesuai dengan dokumen usulan
permohonan hitrah

l1
Apakah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik (NUPfK) bagi penerima hibah
Guru Non PNS, dan Tutor PAUD telah sesuai dengan dokumen usulan
permohonan hibah

1C Apakah usulan hibah yang diajukar tidak untuk membiayai kegiatan rutin
kantor

14. Apakah nama pemohon hibah yang mengajukan usulan hibah telah sesuai
densan KTP vane dilamoirkan

15.
Apakah domisili/alamat dari pemohon hibah adalah sesuai dengan yang
tercantum dalam usulan hibah atau KTP

2..



Mengetahui/Menyetujui :

Kepala SKPD,

cap/ttd

{nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

Catatan :

r Pilih atau coret yang tidak perlu untuk jenis hibah dan kesimputan hasil verifikasi dan evaluasi
berkas usulan pencairaa/permintaan hibah

r Beri tanda " ! " pada kolom 3 oleh masing-masing yang melakukan verifikasi dan evaluasi berkas
usulan pencairan/permintaan hibah, bila sesuai sebagaimana uraian pada kolom 2

o Uraian verifikasi dan evaluasi yang dilakukan pada kolom 2 disesuaikan dengan
pengelompokkan penerima hibah.

3.



LAMPIRAN A.VIII.A: PERATURAN GUBERNUR TEN?ANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSIIMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAIT DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Al3

SURAT PENGANTAR SKPD KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI

USULAN PENCAIRAN HIBAH UANG

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Hal.

Satu Berkas
Hasil Verifikasi, dan Evaluasi Usulan
Pencairan Hibah Uang TA 20...

tgl/bln/thn

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Up. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)

Di-
Taniuns Selor

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor .... Tahun ..."...
Tentang Belanja Hlbah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Verifikasi dan Evaluasi SKPD telah melakukan
kegiatan verifikasi, dan evaluasi terhadap berkas usulan pencairan hibah uang yang
diajukan oleh penerima hibah. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat kami
laporkan sebagai berikut.
1. Berkas usulan pencairan hibah uang telah lengkap dan telah sesuai dengan

persyaratan administratif pencairan hibah yang diatur dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara, Nomor ...... Tahun......

2- Nama dan aiamat, identitas, dan dokumen persyaratan administrasi iainnya usulan
pencairan hibah uang telah sesuai dengan dokumen persyaratan administratif
usulan permohonan hibah sebelumnya.

3. Nama dan alamat, identitas , dan besaran hibah dalam usulan pencairan hibah uang
teiah sesuai dengan surat keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima
penerima hibah Tahun Anggaran....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan surat usulan
permohonan hibah dan surat usulan pencairan hibah dari pemohon hibah, foto copy
berkas kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan hibah, NPHD, dan
surat keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah.

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(Nama Jelas Pimpinanf
ditandatangani/ NIP/ dicap



LAMPIRAN A.VIII.b: PERATURAN GUBER$UR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PEI{DAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 1l TAHUN2Ol3
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2OLg

SURAT PENGANTAR SKPD KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI

USULAN PENCAIRAN HIBAH UANG

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Ha1.

Satu Berkas
Hasil Verihkasi dan Evaluasi Usulan
Pencairan Hibah Barang TA 20...

, ts,l/bln/tL'Ln

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Up. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)

Di-
Taniung Selor

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor .... Tahun .......
Tentang Belanja Hlbah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Verifikasi, dan Evaluasi SKPD telah melakukan
kegiatan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas usulan pencairan hibah barang yang
diajukan oleh penerima hibah. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat kami
laporkan sebagai berikut.
4. Berkas usulan pencairan hibah barang telah lengkap dan telah sesuai dengan

persyaratan administratif pencairan hibah yang diatur dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara, Nomor ...... Tahun......

5. Nama dan alamat, identitas, dan dokumen persyarata-n administrasi lainnya usul,an
pencairan hibah uang telah sesuai dengan dokumen persyaratan administratif
usulan permohonan hibah sebelumnya.

6. Nama dan alamat, identitas, dan besaran hibah dalam usulan pencairan hibah
barang telah sesuai dengan surat keputusan gubernur tentang penetapan daftar
penerima penerima hibah Tahun Anggaran 20...

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan surat usulan
permohonan hibah dan surat usulan pencairan hibah dari pemohon hibah, foto copy
berkas kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan hibah, NPHD, dan
surat keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah.

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(Nama Jelas Pimpinan/ ditandatangani/NIP/dicap



LAMPIRAN A.TX : PERATURAN GUBER}TUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BETANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSIIMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini ................., Tanggal ................... Bulan . Tahun........ kami masing-
masing

(nama jelas & gelar) <jabatan> berkedudukan di Jalan .... dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

{nama jelas & gelar) <jabatan> berkedudukan di Jalan .... dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK PERTAMA berupa hibah barang......

Pasal 2

Hibah barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan hibah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara kepada PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dilarang menjual atau memindahtangankan, menyerahkan sebagian atau
seluruhnya, barang yang dihibahkan kepada pihak lain/pihak ketiga.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang dihibahkan sesuai peruntukkan/penggunaan
hibah yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 5

Dengan serah terima hibah barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,

maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan bertanggung jawab
terhadap resiko yang melekat pada barang ........ termasuk kehilangan, musnah
atau hal-hal lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani dalam rangkap 4

{empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<nama kota,tanggal, bulan, tahun>

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

{nama jelas ditanda tangani/ NIP/ dicap) (nama jelas ditanda tangani/ NIP/ dicap)



LAMPIRAN A.X : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELJ\NJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERII{?AH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2Ol3
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 20tg

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN 20....

UNTUK

<sebutkan NamalJudul Kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah>

(Alamat Lerr.baga / Organisasi PelaksanaJ
(BULAN dan TAHUN Laporan)

DAFTAR ISI



- Kata Pengantar
- Data Pokok Penerima Bantuan

I. Laporan Kegiatan
i. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Personalia Pelaksana
6. Penutup

II. Laporan Keuangan
1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah
2. Realisasi Penggunaan

IIL Lampiran
1. Dokumentasi Kegiatan Barang
2. Salinan Naskah Perjanjian Hibah

1

ii



KATA PENGANTAR

<diuraikan kalimat pengantar maksimal i (satu) halaman>

<narna kota/tempat, tanggal, bulan, tahun>
<nama jabatan PimPinan>

<nama lengkap>
<NIP.. jika ada>



DATA POKOK PENERIMA HIBAH

Jenis Bantuan diisi Hibah )

No, tg1, bln, thn )

Desa, Kelurahan, Kecamatan,
Naskah Perjanjian Hibah
Lokasi Kegiatan

Kabupaten, Kotamadya, Provinsi )

Karakteristik Kegiatan : Pembangunan Fisik, Pemeliharaan/Renovasi, Pengembangan
Bangunan Fisik, Pembelian Barang, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Non-Fisik,
Peruntukkan Lainnya { sebutkan ) <diketik dan pilih salah satu dari jenis karakteristik'.

Nama Organisasi
Alamat Jalan
Kelurahan Kecamatan
Kabupaten lKota Provinsi Kode Pos
Alamat Surat Jalan/PO BOX, Kode Pos

E-mailTelepon
Pengurus: Ketua

Sekretaris

Fax
No.HP/Telp.
No. HP/Telp.



I. LAPORAN KEGIATAN

1. Latar Belakang
<diuraikan latar belakang kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan sebelumnya>

2. Maksud dan Tujuan
<diuraikan Maksud dan Tujuan sesuai dengan usulan yang diajukan sebelumnya>

3. Ruang dan Lingkup Kegiatan
< diuraikan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan sebelumnya>

4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
<diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, namun tidak terbatas, perihal
waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal peserta, hasil-hasil yang
dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok
dengan semestinya>

5. Daftar Personalia Pelaksana
<diuraikan dan disajikan personalia pelaksanaan meliputi surat keputusan, jabatan
dalam organisasi/kegiatan, dan lainnya yang relevan>

6. Penutup
<diuraikan kata penutup paling banyak 1O (sepuluh) baris>

PENERIMA HIBAH

(nama lengkap )



II.

1..

LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Penerimaan Bantuan
Realisasi penerimaan Hibah Tahun adalah sebesar Rp............
Dana bantuan tersebut diterima melalui rekening ........ Nomor ..................
Pada Bank ..... <sebutkan nama, nomor rekening dan berikutnya> pada
tanggal .... <sebutkan tanggal, bulan, tahun>
Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Realisasi Penerimaan dna hibah Tahun sebesar Rp............ ...... Dan
penggunaan dananya sebesar Rp............ Dan penggunaan dananya sebesar
Rp............ Sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp............

Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun ...... adalah sebagai
berikut :

KETUA PENERIMA HIBAH BENDAHARA PENERIMA HIBAH

(nama lengkap)

Lampiran
1) Dokumentasi KegiatanfBarang
2l Salinan Naskah Perjanjian Hibah

(nama lengkap)

2.

III.

Prosentase
Realisasi



1.

9999

II.

2.

LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Penerimaan Bantuan
Realisasi penerimaan Hibah Tahun adalah sebesar Rp............
Dana bantuan tersebut diterima melalui rekening ........ Nomor ..................
Pada Bank ..... <sebutkan nama, nomor rekening dan berikutnya> pada
tanggal <sebutkan tanggal, bulan, tahun>
Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Realisasi Penerimaan dna hibah Tahun sebesar Rp........... Dan
penggunaan dananya sebesar Rp............ Dan penggunaan dananya sebesar
Rp............ Sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp............

Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun .......,.... adalah sebagai
berikut:

Prosentase
Realisasi

5 = 4/3"100

KETUA PENERIMA HIBAH BENDAHARA PENERIMA HIBAH

(nama lengkap)

Lampiran
1) Dokumentasi Kegiatan lBarang
2l Salinan Naskah Perjanjian Hibah

(nama lengkap)

III,



LAMPIRAN B.I.a : PERATURAN GUBERNUR TENTAI{G
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAI{ SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TAHIIN 2Ol3
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

REGISTtrR PENtrRIMAAN BERKAS
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

TAHUN ANGGARAN .............
SKPD

Usulan Bantuan Sosial
No.

Register Nilai

Tim
Verifikasi dan Evaluasi SKPD

(nama j elas / ditanda tangani / NIP)

M engetahui/ Menyetu: ri
Kepala SKPD,

caplttd

{nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

Catatan:
. Kolom 1 diisi dengan nomor urut register penerimaan berkas
o Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya berkas usulan permohonan bantuan sosial

dari pemohon
. Kolom 3 diisi dengan nomor (bila ada) dan tanggal surat usulan permohonan bantuan

sosial dari pemohon
o Kolom 6 diisi dengan "barang'kalau permohonan bantuan sosialnya berupa barang

dan "uang" kalau permohonan bantuan sosialnya berupa uang
o Kolom 7 diisi khusus usulan bantuan sosial berupa barang, diisi dengan jumlah

unit/buah barang sesuai permohonan hibah
o Kolom 8 diisi dengan jumlah nilai barangl,r{Lg sesuai permohonan bantuan sosial

Tgl diterima
berkas

No. dan
Tg1. Surat

Nama
Pemohon

Hibah

Alamat
Lengkap

Jenis
Bantuan

Sosial Jumlah
Barang

I 2 J 4 5 6 7 8

1

2.

J.

4.

Dst.



LAMPIRAN B.I.b : PERATURAN GUBERI{UR TENTANG
BELANJA HIBAH DAI{ BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAI{ DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I{ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3,

KOP SURAT SKPD

RBGISTER PENERIMAAN BERKAS
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

TAHUN ANGGARAN .............
SKPD

Usulan Bantuan Sosial i

Tim
Verifikasi dan Evaluasi SKPD

{nama jelas / ditanda tangani / NIP)

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala SKPD,

caplttd

(nama j elas / ditanda tangani / NIP)

Catatan:
r Kolom 1 diisi dengan nomor urut register penerimaan berkas
. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya berkas usulan permohonan bantuan sosial

dari pemohon
r Kolom 3 diisi dengan nomor (bila ada) dan tanggal surat usulan permohonan bantuan

sosial dari pemohon
r Kolom 6 diisi dengan jumlah nilai barang/uang sesuai permohonan bantuan sosial

Tgl diterima
berkas

Nama Pemohon
Hibah Alamat LengkapNo.

Register
No. dan

Tg1. Surat

1 2 3 4 5 6

I

2.

3.

4.

Dst.



LAMPIRAN B.I.C : PERATURAN GUBERI{UR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 20lg

KOP SURAT SKPD

CEK LIST KELEI{GKAPAN BERKAS
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Tahun Anggaran :

Jenis Hibah : Uang / Barang*1
Hibah Kepada :

Nomor Register :

Kesimpulan hasil cek kelengkapan berkas usulan permohonan bantuan social adalah berkas usulan
lengkapfttdak lengkap*/ untuk ifu berkas usulan bantuan sosial dapct dttentsko:n untuk diproses
veriflkasl dan eualuasUdlkembo.llkqra untuk dlleng kapt pemohon* ).

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NIP Tanda Tangan

No. Uraian Cek List
Oleh Tim Ket

I 2 3 4
1 a. surat usulan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rilcian rencana penggunaan

belanja bantuan sosial;
b. fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial yang telah dilegalisir oleh

pej abat yang berwenang;
c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;

dart
d. Fakta integntas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah

digunakan sesuar dengan usulan.

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala SKPD,

caplttd

(nama jelas /ditanda tangani/NIP)

Catatan
. Coret yang tidak perlu untuk jenis bantuan sosial dan kesimpulan cek kelengkapan

berkas
r Beri tanda " { " pada kolom 3 oleh yang melakukan cek kelengkapan berkas, bila

berkas dinyatakan ada
. Uraian berkas yang harus ada pada kolom 2 disesuaikan dengan kelompok pemohon

bantuan sosial

J.



LAIIIPIRAN B.I.d : PERATURAN GUBERITUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMAI{TAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER zOLg

KOP SURAT SKPD

usuLANpERMoHo:rEAXr?iIf#if ::fff )f*'Jffi^KDTRENCANAKAN
OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD
Tahun Anggaran
Jenis Hibah
Hibah Kepada
Nomor Register

Uang

No. Uraian Cek List Oleh
Tim Ket

1 2 3 q

1 a.
b.

c.

d.

surat usulan bantuan sosial;
fotocopy KTP atas nama calon penerima bantuaa sosial yang telah
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
fotocopy rekening balk yarlg masih aktif atas nama calon penerima

bantuan sosial; dan
Falda integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telal digunakan sesuai dengan usulan.

Kesimpulan hasil cek kelengkapan berkas usulan permohonan bantuan sosial adalah berkas usulan
lengkqp/ttd.ak lengkap*j untuk itu berkas usulan bantuan sosial ddpat dltentskan untuk dlproses
aerlflkasl, aalid.a.si, d.an eoaluqs/dlkemballkqn untuk dtlengkapl pemr,hon*).

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NlP Tanda Tangan

3

Mengetahui/ Menyetujui :

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama jelas lditanda tangani/NlP)

Catatan
. Coret yang tidak perlu untuk kesimpulan cek kelengkapan berkas
. Beri tanda " r/ " pada kolom 3 oleh yang melakukan cek kelengkapan berkas, bila

berkas dinyatakan ada
o Uraian berkas yang harus ada pada kolom 2 disesuaikan dengan kelompok pemohon

bantuan sosial



LAMPIRAN B.I.E : PERATTIRAN GUBERNUR TENTAITG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I{ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUil2013
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

LEMBAR VERIFIKASI, DAN EVALUASI
BERKAS USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
YANG DIRENCANAKAN DAN TIDAK DIRENCANAKAN

OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD
Tahun Anggaran
Jenis Hibah
Hibah Kepada

Uang

Kesimpulan hasil verifikasi, validasi, dan evaluasi berkas usulan permohonan bantuan sosial
adalah sebagai berikut.

1. Berkas usulan permohonan bantuan sosial ditertmq/ditolak*) untuk itu berkas
usulan hibah dapat dltentskan untttk diproses pengajuan anggaratdpencairan
dana/dikemb alikan kepada p etnoho n* )

2. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi permohonan bantuan sosial lebih tepat
diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp...... atau lebih tepat diberikan
dalam bentuk barang sebanyak unit/buah senilai Rp........... atau lebih
tepat diberikan dalam bentuk jasa senilai.

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NIP

Nomor r

No. Uraian Cek List Oleh
Tim

Ket

I 2 3 4
1 Aoakah dokumen Dersvaratan telah lenekap

2.

Apakah usulan bantuax sosial telah memuat :

a. Maksud dan tujuan;
b. Rincian rencana anggaran biaya atau rencana penggunaan dana

bantuan sosial; dan
c. Nama dan alamat pemohon

J.

Apakah susunan kepengurusan telah sesuai dengan struktur organisasi
yang ada, khusus untuk permohonan dari lembaga non pemerintahan
dan kelompok masyarakat

4. Apakah nama dan alamat pemohon sesuai dengan nama dan alamat
dalam KTP atau identitas lain vans dilampirkal

5.
Apakah kondisi sosial pemohon individu atau keluarga memenuhi syarat
penerima bantuan sosial

6
Apakah kegiatan kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintahan,
dalam rangka menangani resiko sosial masyarakat

7.

Perrimbangkan kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya
a. Telah menyampaikan laporan pertanggungiawaban sosial yang

diterima sebelumnya
b. Tidak menyalahzunakan pemberian bantuan sosial sebelumnya

PARAF VERIFIKATOR

Tanda Tangan



Mengetahui/ Menyetujui :

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama jelas / ditanda tangani / NIP)

Catatan
o Coret yang tidak perlu untuk jenis bantuan sosial dan kesimpulan hasil verifikasi dan

evaluasi berkas usulan permohonan bantuan sosial.
r Beri tanda " { " pada kolom 3 oleh yang melakukan verifikasi dan evaluasi berkas

usulan permohonan bantuan sosial, bila sesuai sebagaimana pada kolom 2
r Uraian verifikasi, dan evaluasi yang dilakukan pada kolom 2 disesuaikan dengan

pengelompokan pemohon bantuan sosiai



LAMPIRAN B.I.f : PERATURAN GUBERIIUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERII{TAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2Ol3
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2A13

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA
HASIL VEzuFIKASI, VALIDASI, DAN EVALUASI

USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

Pada hari ini.............Tanggal...........Bulan............Tahun........., Kami Tim Verifikasi,
dan Evaluasi Hibah Daerah pada SKPD ............yan9 dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD
Nomor..........Tanggal........Tahun......., telah melakukan verifikasi, dan evaluasi kelengkapan,
kesesuaian dokumen persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan penerima
bantuan sosial terhadap usulan permohonan bantuan sosial Tahun Anggaran

Rekapitulasi hasil verifikasi, dan evaluasi terhadap usulan permohonan bantuan sosial
Tahun Anggaran.......... . ...adalah sebagai berikut :

Rincian hasil verifikasi, dan evluasi tercantum dalam Lampiran Berita Acara Verifikasi,
dan Evaluasi Berkas Usulan Permohonan Bantuan Sosial.

No. Pemohon Banfuan Sosiai

Usulan Berkas
Yang Masuk

Simpulan Verifikasi
dan Evaluasi Usulan

Jumlah Berkas yang
Memenuhi Persyaratan

Bansos

Jumlah
Berkas

Nilai
(Rp.)

Jumlah
Berkas
yang

diterima

Jumlah
Berkas
yang

diterima

Jumlah
Berkas

Nilai (Rp.)

1 2 .) 4 5 6 7 8
1 Usulan Bantuan Sosial

berupa uang dari :

a. Individu
b. Keluarga
c. Kelompok

Masyarakat
d. Lembaga non

pemerintah
e. Organisasi

kemasyarakatan
2. Usulan Bantuan Sosial

berupa Barang/Jasa dari :

a. Individu
b. Keluarga
c. Kelompok

Masyarakat
d. Lembaga non

pemerintah
e. Organisasi

Kemasyarakatan

Total



Demikian Berita Acara ini Kami buat dengan penuh tanggung jawab dan dibuat
4(empat) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama Lengkap/NIP Tanda Tangan

1.

2

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala SKPD,

caplttd

(nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

Catatan :

r Kolom 2disesuaikan bantuan sosial yang ada pada masing-masing SKPD, bila tidak ada dihapus
sqia

. Kolom 3 diisi dengan jumlah berkas yang diterima sesuai register penerimaan berkas usulan
permohonan bantuan sosial

. Kolom 5 diisi dengan jumiah berkas yang ditolak sesuai verifikasi dan evaluasi
r Kolom 6 diisi dengan jumlah berkas yang disetujui sesuai verifikasi dan evaluasi
. Kolom 7 diisi dengan jumlah berkas yang disetujui sesuai verifikasi dan evaluasi
o Kolom 8 diisi dengan jumlah nilai hibah yang disetujui sesuai verilikasi dan evaluasi.

3.



LAMPIRAN B.I.g : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA HIBAH DAI{ BELANJA BANTUAN

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI T(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANC}GAL : 16 SEPIEMBER 2013

KOP SI'RAT SI{PD

L,AUPIRAIT BERITA ACARA
IIASIL VERIFII(AsI DAIC EI',IILUA3I

DERI{AA Ir$TLAII PER OEOIITttr BANTUAIT SOBIAL YAITG DIREIICAIIAI{AII BERUPA UAXG

NO. Nama Bantuan Sosial
Alamat

Lengkap

Rencana
Penggunaan

Dana

Kelengkapan
Berkas

Kesesuaian
Persyaratan
Admlnistrasi

Memenuhi
Persyaratan

Penerima
Bansos

Hasil Verlfikasi Evaluasl

Nomor RegisterNllai Usulan
Bansos
(Rp.)

Nilai Bansos
yang Disetujui

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Bantuan Sosial Kepada
Individu:

1)

2)
3)
4l Dst..................

c
Bantuan
Keluarga

1)

Sosial Kepada

2l



3)
4)

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI

Nama Lengkap/NlP Tanda Tangan

Catata. i
. Kolom 2 disesuaikan bantuan sosial yang ada pada masins-masing SKPD, bila tidak ada silalkan dihapus
. Kolom 5 diisi lengtap apabila berkas lengLap sesuai vedfikasi dar evaluasi

dan evaluasi
. Kolom 7 diisi m.meftihl apabila pemohor menenuhi sy6rat p€n€rima bantuan sosial sesuai verifikasi dan evaluasi
. Kolom 9 diisi denCan jumlah nilai bantuar €osial yang disetujui sesuai verifikasi dan evaluasi
. Kolom l0 diisi dengan nomor register sesuai dengar nomor register penerimaan berkas usulan p€niohoflan bantuad aosial.

].

aJ.

Bantuan Sosial Kepada
Kelompok Masyarakat :

1)

2)
3)
4) Dst......,...........
.51

4.

Bantuan Sosial Kepada
Lembaga non Pemerintah

1)
)l
3)
4l Dst



LAMPIRAN B.I.g

NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPDv

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI

BERKAS USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN BERUPA BARANG

PERATURAN GUBERNUR TENTANGBELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBERDARI ANGGABAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DATRAHPEMERINTAH PROVINSI I(ALIMANTAN UTARA

Bantuan SosialNO.
Alamat
Lengkap

Rencana
Penggunaan

Dana

Kelengkapan
Berkas

Kesesuaian
Persyaratan
Administrasi

Memenuhi
Persyaratan

Penerima
Bansos

Hasil Verifikasi Evaluasi

Nama
Kegiatan

SKPD

Nomor
Register

Jenis
dan

Jumlah
Barang

NilaiUsula
nBansos

(Rp.)

Nilai Bansos
yang

Disetujui
(Rp.)

1 2 a 4 5 6 7 B 9 10 11 t2

I

Bantuan Sosial
Individu ;

1I

Kepada

,r
3) Dst..............

2.

Bantuan Sosial Kepada
Keluarga :

1)

2l
3) Dst..................

3.



Bantuan Sosial Kepada
Kelompok Masyarakat :

1)

2l
3) Dst..................

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI

Nama l,engkap/NIP Tanda Tangan

o

3..................

Catatan :

. Kolom 2 disesuaikan bantuan sosial yana ada pada ftasins-masing SKPD, bila tidak ada sila.hl<a! dilEpus

. Kolom 5 dilsi ,.igkq, apabila berkas lengl€p sesuai rerifikasi dan evaluasi

verifrkasi dan evaluasi
. Kolom 7 dnsi rrcrr.ntlha apabila pemohon m€m€nuhi syarat p€nerima bantuan sosial sesuai verifikasi da]l evaluasi
. I(olom 8 diisi denSsnjenis barang bantuan soeial
. lblom 9 diisi denCan jumlai bamng yaoa disetujui s€suai vedfikasi dan evaluasi
. Kolom 10 diisi denCan jumlah nilai bafltuan sosial ,€ng disetqiui s€suai verilikasi dan e@luasi
. Kolom 1l khusus untuk usulan hibah barang dan diisi dengan nama kegiatan SXPD yang sesuai untuk p€naanaaalan belanja baiang bantuan sosiEl tersebut
. Kolom 12 dii€i den8an nomor register sesuai dengannomor register p€ne maan berkas usulsn permohonan bantuan 6o6iaL.

4.

Bantuan Sosial Kepada
Lembaga non Pemerintah

1)
ot

3) Dst.............



LAMPIRAN B.II.a : PERATIIRAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSTIMBER DARI AIIGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2013

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI USULAN PERMOHONAN

BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN BERUPA UANG

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Hal.

Dua Berkas
Usulan Pencairan Hibah Uang
Tahun Anggaran

24...

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Up. Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
Di-

Taniunq Selor

Sesuai dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor ... Tahun .......
tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, tim verifikasi, dan evaluasi SKPD telah melakukan kegiatan
verifikasi, dan evaluasi terhadap berkas usulan permohonan bantuan sosial berupa uang
yang diajukan oleh pemohon bantuan sosial. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut
dapat kami laporkan sebagai berikut.
1. Jumlah usulan permohonan bantuan sosial berupa uang yang diajukan oleh

pemohon bantuan sosial sebanyak ..........(............) berkas dan berkas yang telah
diverifikasi, dan evaluasi sebanyak .............(..............) berkas usulan permohonan
bantuan sosial berupa uang sebesar Rp......,.....,....

2. Dari hasil verifikasi, dan evaluasi terhadap berkas usulan permohonan bantuan
sosial berupa uang terkait dengan kelengkapan, kesesuaian dokumen persyaratan
administrasi dan pemenuhan persyaratan penerima hibah maka menurut Kami
sebanyak (.........) berkas usulan permohonan bantuan sosial sebesar
Rp.................... dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam belanja bantuan
sosial berupa uang dalam Tahun Anggaran

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan surat usulan
permohonan bantuan sosial berupa uang dari pemohon hibah, foto copy berkas
kelengkapan dokumen persyaratan administrasi usulan permohonan bantuan sosial
berupa uang dan daftar calon penerima bantuan sosial berupa uang yang telah
diverifikasi, dan evaluasi yang telah diverifikasi dan evaluasi.

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama j elas pimpinan / ditanda tan gani / NI P / dicapl



LAMPIRAN B.II.b : PERATURAN GUBERNUR TENTAT{G BELANTIA HIBAH DAN BELANJA BANTUAI{

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PEMERINTAH PROVINSI I{ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAIIUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER2O1S

KOP SURAT S}(PD

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UA]'IG
TAHI]N ANGGARAN .....,.-.-......

BERDASARKAN HASTL VERIFTKASI, DAN EVALUASI
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

NO.
Nama Pemohon
BantuanSosial

Alamat Lengkap Rencana Penggunaan Dana
Bantuan Sosial

Hasil Verifikasi, Validasi dan
Evaluasi Nilai Bansos

Nomor
Register

1 2 ., 4 5 6

1

Bantuan Sosial Kepadalndividu :

1)
2l
3) Dst..................

2.

Bantuan Sosial Kepada Keluarga :

1)
2l
3) Dst.....,............

3.
Bantuan Sosial Kepada KelomPok
Masyarakat:

1)



Kepala SKPD

(nama jeias pimpinan/ditandatangani/ NIP/dicap)

.......tgl/bulan/tahun
Ketua Tim Verilikasi Dan Evaluasi SKPD

(nama jelas pimpinan / ditandat angani / NIP/ dicap)

C.atatan :

r Kolom 2 disesuaikan hibah yang ada pada masing-masing SKPD, bila tidak ada dihapus saja
. Kolom 4 diisi rencana penggunaan dana bantuan sosial berupa uang
. Kolom 5 diisi dengan jumlah nilai bantuan sosial yang disetuj'ui sesuai verifikasi, dan evaluasi
r Kolom S diisi dengan nomor register sesuai dengan nomor dalam register penerimaan berkas usrrlan permohonan bantuan sosial

4.

Bantuan Sosial Kepada Lembaga non
Pemerintah

1)

2l
3) Dst..................



LAMPIRAN B.II.b : PERATURAN GI,BERNUR TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANIUAN
SOSIAL YAI{G BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2O13
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

DAF*TAR CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG ATAU JASA
TAHUN ANGGARAN ................

SKPD
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN EVALUASIPERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

NO.
Nama Pemohon
BantuanSosial Alamat Lengkap

Rencana
Penggunaan

Barang
Bantuan Sosial

Jenis Barang
Sesuai

Permohonan
Bansos

Hasil Verifikasi, dan Evaluasi
Nilai Bansos

Nama
Kegiatan

SKPD

Nomor
Register

Jumlah Barang Nilai (Rp.)

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

1

Bantuan Sosial Kepada Individu
1)

2l
3) Dst..................

2.

Bantuan Sosial Kepada Keluarga :

l)
2l
3) Dst....,.............

3. Bantuan Sosial Kepada Kelom



Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/ NIP/dicap)

Catatan :

o Kolom 2 disesuaikan hibah yang ada pada masing-masing SKPD, bila tidak ada dihapus saja

' Kolom 4 diisi rencana penggunaan barang hibah
o Kolom 5 diisi dengan jenis barang atau jasa

.......tgl/bulan/ tahun

Ketua Tim Verifikasi, Dan Evaluasi SKPD

(nama jelas/NIP)

r Kolom 6 khusus untuk usulan permohonan bantuan sosial berupa barang, diisi dengan jumlah barang yang disetujui sesuai verifikasi,

' Kolom 7 diisi denganjumlah nilai hibah yang disetujui sesuai verifikasi, validasi, dan evaluasi
o Kolom 8 khusus untuk usulan hibah barang atau jasa dan diisi dengan nama kegiatan SKPD yang sesuai untuk penganggaran belnnja
r Kolom 9 diisi dengan nomor register sesua.i dengan nomor dalam register penerimaan berkas usrtlan permohonan bantuan sosial

validasi, dan evaluasi.

barang bansos tersebut.

Masyarakat :

1)

2) ....................:
3) Dst...............

4.

Bantuan Sosial Kepada Lembaga non
Pemerintah

1)

2)
3) Dst..................



LAMPIRAN B.II.c : PERATI]RAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PIMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2Ol3
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI USULAN PERMOHONAN

BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN BERUPA BARANG

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Hal.

Dua Berkas
Hasil Verifikasi, dan Evaluasi
Usulan Permohonan Bantuan Sosial Berupa
Barang atau Jasa Tahun Anggaran

oi

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Up. Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
Di-

Tanjung Selor

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor ... Tahun .......
tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, tim verifikasi, dan evaluasi SKPD telah melakukan kegiatan
verifikasi, dan evaluasi terhadap berkas usulan permohonan bantuan sosial berupa
barang atau jasa yang diajukan oleh pemohon bantuan sosial. Dari hasil pelaksanaan
tugas tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut.
i. Jumlah usulan permohonan bantuan sosial berupa barang yang diajukan oleh

pemohon bantuan sosial sebanyak ..........(... .... ...) berkas dan berkas yang telah
diverilikasi, dan evaluasi sebanyak .............(..............) berkas usulan permohonan
bantuan sosial berupa barang atau jasa senilai Rp.................

2. Dari hasil verifikasi, dan evaluasi terhadap berkas usuian permohonan bantuan
sosial berupa uang terkait dengan kelengkapan, kesesuaian dokumen persyaratan
administrasi dan pemenuhan persyaratan penerima hibah maka menurut Kami
sebanyak (.. ......) berkas usulan permohonan bantuan sosial sebesar
Rp.................... dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam belanja bantuan
sosial berupa uang dalam Tahun Anggaran

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan surat usulan
permohonan bantuan sosial berupa barang atau jasa dari pemohon hibah, foto copy
berkas kelengkapan dokumen persyaratan administrasi usulan permohonan bantuaa
sosial berupa uang dan daftar calon penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa
yang telah diverifikasi, dan evaluasi yang telah diverifikasi dan evaluasi.

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan / ditanda tangani/ NIP/ dicap)



LAMPIRAN B.III.a : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANG}GAL : 16 SEPIEMBER 20tg

SURAT PENGANTAR TAPD KEPADA GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG PERTIMBANGAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT TAPD

20.

Nomor
Lampiran
Hal.

, ;";;;;;";
: Hasil Pertimbangan Usulan

Permohonan Bantuan Sosial
Tahun Anggaran

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Di-

Tanjung Seior

Memperhatikan hasil verifikasi dan evaluasi SKPD terhadap usulan permohonan
bantuan sosial dari pemohon hibah, kami telah melakukan penelaahan yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas
pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat kami laporkan sebagai berikrrt
antuan sosial. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat kami iaporkan sebagai
berikut.
1. Jumlah usulan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh SKPD berdasarkan

hasil verifrkasi, dan evaluasi sebanyak ..........(............) berkas dengan senilai
Rp.............. (..................) dari ( ............. ) SKPD. Berkas usulan
permohonan bantuan sosial dari pemohon bantuan sosial, foto copy berkas
kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dan daftar calon penerima bantuan
sosiai.

2. Dari hasil penelaahan tersebut maka menurut Kami sebanyak (.........)
berkas usulan permohonan bantuan sosial senilai Rp.................... dapat
dipertimbangkan untuk disetujui dan dianggarkan dalam Tahun Anggaran

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan Daftar Nominatif Calon
Penerima Bantuan Sosial (DNC-BBS) yang telah diverifikasi, dan evaluasi SKPD serta
ditelaah.

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

TAPD



LAMPIRAN B.III.b : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN
SOSTAL YANG BERSUMBER DART ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2OlS
TANGGAL : 16SEPTEMBER2Ol3

DAF"TAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
(DNC-BBS)

TAHUN ANGGARAN
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

NO.
Nama Pemohon
Bantuan Sosial Alamat Lengkap

Rencana Penggunaan
I)ana

Bantuan Sosial

Besaran Bantuan Sosial (Rp.)

Nama SKPD
Hasil Verifikasi, dan

Evaluasi SKPD

Hasil
Pertimbangan

TAPD
1 , a 4 6 7 8

1.

Bantuan Sosial Kepada Individu :

1)

2l
3) Dst......,...........

2.

BantuanSosialKepadaKeluarga :

1)

2l
3) Dst..................

3.
Bantuan Sosial Kepada Kelompok
Masyarakat :

1)



2l
3)

Bantuan Sosial Kepada Lembaga
Pemerintah

1)

2)
3) Dst..................

............tgIlbulan/tahun

TAPD

4.



LAMPIRAN B.III.C : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PPMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN zOLg
TANGGAL : 16 SEPTEMBER2O1S

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG ATAU JASA
(DNC-BBS)

TAHUN ANGGARAN ................
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

NO.
Nama Pemohon
Bantuan Sosial

Alamat L,engkap
Rencana Penggunaan

Dana
Bantuan Sosial

Jenis Barang
Sesuai

Permohonan
Bansos

Besaran Bantuan Sosial (Rp.)
Nama Kegiatan

SKPD
Nama SKPD

Hasil Verifikasi,
dan Evaluasi

SKPD

Hasil
Pertimbangan

TAPD
1

,) .) 4 5 6 7 8

1

Bantuan Sosial Kepada Individu :

1)

2l
3) Dst..................

2.

BantuanSosialKepadaKeluarga :

1)

2l
3) Dst..................

.f.
Bantuan Sosial Kepada Kelompok
Masyarakat:

1)



.......tg\lbulan/tahun

TAPD

2l
3) Dst .

4.

Bantuan Sosial Kepada Lembaga non
Pemerintah

1)
2)
3) Dst..................



LAMPIRAN B.fV.A : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELAN.IA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2Ol3
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

KOP SURAT KELOMPOK MASYARAKAT/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
LEMBAGA NON PEMERINTAH

20...

Nomor : ........................ Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Lampiran : Satu Berkas Di
Hal. : Usulan Pencairan Bantuan Sosial Tanjung Selor

Tahun Anggaran

Menunjuk surat permohonan bantuan sosial kami kepada Pemerintah Provinsr
Kalimantan Utara Nomor......... Tanggal............., bersama ini kami mengajukan usulan
pencairan belanja bantuan sosial berupa uang sebesar Rp.................... dengan rincian
rencana penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana teriampir.

Sebagai bahan pertimbangan Gubernur, kami lampirkan persyaratan administratif
pencairan belanja bantuan sosial berupa uar.g Tahun Anggaran....

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(pimpinan instansi/ organisasi)

(nama jelas pimpinan / ditanda tan gani / NIP / dicapl

Tembusan:
BPKAD



Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

LAMPIRAN B.TV.b : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

(pimpinan instansi/ organisasi)

(nama jelas pimpinan,/ditanda tangani/NIP/dicap)

No.
Uraian Rincian Rencana Penggunaan Dana

Bansos
Rencana

Anggaran (Rp.) Keterangan 
I

1 Biaya

2. Biava

.). Biava

Dst Biava

Jumlah



LAMPIRAN B.IV.c : PERATURAI\I GT,BERITUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSIIMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAI{JA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
IGLIMANTAN UTARA
NOMOR : 1l TAHUN 2Ol3
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DIRENCANAKAN DAN YANG DIRENCANAKAN BERUPA UANG

BAGI INDIVIDU/KELUARGA

20...

Nomor : ........................ Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Lampiran : Satu Berkas Di-
Hal. : Usulan Pencairan Bantuan Sosial Uang Tanjung Selor

Tahun Anggaran

Bersama ini kami mengajukan usulan pencairan belanja bantuan sosial berupa
uang sebesar Rp............... ( .......................), rencananya dana bantuan sosial tersebut
akan digunakan untuk

Sebagai bahan pertimbangan Gubernur, kami lampirkan persyaratan administratif
pencairan belanja bantuan sosial berupa uang Tahun Anggaran.............

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/NIP/dicap)

Tembusan:
BPKAD



LAMPIRAN B.IV.d : PERATURAN GUBERI{UR TENTANG
BELANJA HIBAH DAT{ BELAI{JA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 1l TAIfiIN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

KOP SURAT KELOMPOK MASYARAKAT / ORGANISASI KEMASYARAKATAN I
LEMBAGA NON PEMERINTAH

20..

Nomor : ........................ Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Lampiran : Satu Berkas Cq. SKPD
Hal. : Usulan Permintaan Bantuan Sosial Di

Berupa BarangTahun Anggaran Tanjung Seior

Menunjuk surat permohonan bantuan sosial kami kepada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor......... Tanggal............., bersama ini kami mengajukan usulan
pencairan belanja bantuan sosial berupa barang sebesar Rp.................... dengan rincian
jenis dan jumlah barang serta rencana penggunaan barang sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Gubernur, kami lampirkan persyaratan administratif
pencairan belanja bantuan sosial berupa uang Tahun Anggaran....

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
(pimpinan instansi/ organisasi)

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/NIP/dicap)

Tembusan:
BPKAD



LAMPIRAN B.TV.C : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
SANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAIT BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Al3

RINCIAN JENIS BARANG DAN
RENCANA PENGGUNAAN BARANG

Rencana Penggunaan BarangUraian Jenis Barang

(pimpinan instansi/ organisasi)

{nama jelas pimpinan/ditanda tangani/NIP/dicap)



LAMPIRAN B.V.a : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I{ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 1l TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Al3

KOP SURAT SKPD

REGISTER PENERIMAAN BERKAS
USULAN PENCAIRAN/ PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL

I-TNTUK INDIVIDU / KELUARGA YANG TIDAK DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN .............

SKPD

Catatan :

r Kolom 1 diisi dengan nomor urut register penerimaan berkas usulan pencairan/permintaan
bantuan sosial.

r Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya berkas usulan pencairan/permintaan bantuan sosial
dari pemohon.

o Kolom 3 diisi dengan nomor (bila ada) dan tanggal surat usulan pencairan/permintaan bantuan
sosial dari pemohon.

o Kolom 6 diisi dengan rencana penggunaan barang bantuan sosial atau dana bantuan sosial.
. Kolom 7 diisi dengan jumlah nilai/uang sesuai usulan pencairan/permintaan bantuan sosial.

No.
Register

Tgl diterima
berkas

No. dan
Tgl. Surat

Nama Pemohon
Bansos

Alamat
Lengkap

Rencana
Penggunaan

Nilai Usulan
Pencairan

Bansos (Rp.I
1 2 3 4 5 6 7

1

2.

c.

Dst.



LAMPIRAil B.V.b : PERATURAN GUBERIIUR TENTAITG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TAIIUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

KOP SURAT SKPD

REGISTER PENERIMAAN BERI(AS
USULAN PENCAIRAN/ PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL

YANG DIRENCANAKAN SESUAI DAF"TAR YANG TELAH DITETAPKAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN .............

SKPD

Catatan :

r Kolom 1 diisi dengan nomor urut register penerimaan berkas usulan pencairan/permintaan
bantuan sosial.

o Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya berkas usulan pencairan/permintaan bantuan sosial
dari pemohon.

r Kolom 3 diisi dengan nomor (bila ada) dan tanggal surat usulan pencairan/permintaan bantuan
sosial dari pemohon.

o Kolom 6 diisi dengan rencana penggunaan barang bantuan sosial atau dana bantuan sosial.
r Kolom 7 diisi dengan "barang" kalau permohonan bantuan sosialnya berupa barang dan "uang"

kalau permohonan bantuan sosialnya berupa uang.
o Kolom 8 diisi khusus usulan hibah berupa barang, diisi dengan jumiah unit/buah barang sesuai

usulan pencairan/permintaan bantuan sosial.
r Kolom 9 diisi dengan jumlah nilai barang/uang sesuai usulan pencairan/ bantuan sosial.

No.
Register

Tgl
diterima
berkas

No. dan
Tgl.

Surat

Nama
Pemohon
Bansos

Alamat
l,engkap

Rencana
Penggunaan

Jenis
Barang

Usulan Pencairan
Bansos

Jumlah
Barang

Nilai (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2.

J.

Dst.



LAMPIRAN B.V.C : PERATURAN GUBERI{UR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAil SOSIAL YANG
BERSI'IIIBER DARI ANGGARAI{
PENDAPATAIY DAN BETAI{JA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I{ALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TAHIIN z0tg
TAIIGGAL : t6 SEPTEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

CEK LIST KELENGKAPAN
BERKAS USULAN PENCAIRAN / PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL

YANG DIRENCANAKAN SESUAI DAFTAR YANG TELAH DITETAPKAN GUBERNUR
OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD
Tahun Anggaran
Jenis Bansos
Bansos Kepada
Nomor Register

Uang/Barang *)

No. Uraian Cek
List Ket.

1 2 a 4
I Surat usulan pencairan belanja bantuan sosial yang dilengkapi

rincian rencana pengguna€m bantuan sosial
, Foto copy KTP atas nama penerima bantuan sosial yang telah

dileealisir oleh peiabat yang berwenang
3. Foto copy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima

bantuan sosiai, tidak berlaku untuk jenis bantuan sosial berupa
barang atau iasa

4. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima telah disunakan sesuai densan ususlan bnatuan sosiai

PARAF VEzuFIKATOR

Kesimpulan hasil cek kelengkapan berkas usulan pencairan/permintaan bantuan sosial adalah berkas
usulan pencairan/permintaan lengkapfttdak lengkrrp .) unfuk itu berkas usulan
pencairan/permintaan bantuan sosial dapat dltentskan unfitk dlptoses uerifiko,si dan
eoaluasl/dlkemballkan untl.tk dlleng kapl pemohon* ).

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI

Nama Lengkap/NlP Tanda Tangan

Mengetahui/ Menyetujui :

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

2.

c



Catatan :

r Coret yang tidak perlu untuk jenis hibah dan kesimpulan cek kelengkapan berkas
pencairan f permintaan bansos.

o Beri tanda " { " pada kolom 3 oleh yang melakukan cek kelengkapan berkas, bila berkas
dinyatakan ada.

o Uraian berkas yang harus ada pada kolom 2 disesuaikan dengan kelompok pemohon bansos.



LAMPIRAN B.V.d : PERATI,RAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAI{ BELAIVJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TAIIUN 2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

CEK LIST KELENGKAPAN
BERKAS USULAN PENCAIRAN/PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL

UNTUK INDIVIDU/KELUARGA YANG TIDAK YANG DIRENCANAKAN
OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

Jenis Bansos : Uang/Barang "!
Bansos Kepada :

Nomor Register :

Kesimpulan hasil cek kelengkapan berkas usulan pencairan/permintaan bantuan sosial adalah berkas
usulan pencairan/permintaan lengkap/tld.ak lengkap -) untuk itu berkas usulan
pencairanfpermintaan bantuan sosial dapat d.ltentskan untuk dlproses oer{7kasl, oalldasi, dan
eoaluasl/d.lkembatlko;n untuk dllengkapt pemohon*).

TIM VERIFIKAST, DAN EVALUASI

Nama Lengkap/NlP Tanda Tangan

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala SKPD,

caplttd

{nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

No. Uraian Cek List Oleh
Tim Ket

1 , 3 6

I Surat usulan pencairan belanja bantuan sosial yang
dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial

) Foto copy KTP atas nama penerima bantuan sosial yang telah
dilegalisir oleh peiabat yans berwenang

3. Foto copy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima
bantuan sosial, tidak berlaku untuk jenis bantuan sosial
berupa barang atau jasa

4. Pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima telah disunakan sesuai dengan usulan bantuan sosial

5. Surat keterangan domisili oleh yang dibuat oleh pejabat yang
berwenans

PARAF VERIFIKATOR



Catatan :

r Coret yang tidak perlu untuk jenis hibah dan kesimpulan cek kelengkapan berkas
pencairan / permintaan bansos.

o Beri tanda " ^l " pada kolom 3 oleh yang melakukan cek kelengkapan berkas, bila berkas
dinyatakan acia.

r Uraian berkas yang harus ada pada kolom 2 disesuaikan dengan kelompok pemohon bansos.



LAMPIRAN B.V.C : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSIMBER DARI AN@ARAN
PENDAPATAN DAN BELAIIJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TAIIUN 2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2o13

KOP SURAT SKPD

LEMBAR VERIFIKASI. DAN EVALUASI
BERKAS USULAN PENCAIRAN/ PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL

YANG DIRENCANAKAN SESUAI DAFTAR YANG TELAH DITETAPKAN GUBERNUR
OLEH TiM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPI)

Nama SKPD
Tahun Anggaran
Jenis Bansos
Bansos Kepada
Nomor Register

Uang/Barang *)

Kesimpulan hasil cek kelengkapan berkas usulan pencairan/permintaan bantuan sosial adalah berkas
usulan pencairan/permintaan diterlmalttdak dtterima*) untuk itu berkas usulan
pencairan/permintaan bantuan sosial dapct dltenrc,kan untuk dlproses oeriflkasl" oalld.asi dan
eoaluasl/dlkembo,llko,n untuk dtleng ko;pt pemohon*).

No. Uraian Cek List
Oleh Tim Ket

2 3 4

1 Apakah dokumen persyaratan administratif telah lengkap
2. Apakah nama, alamat dan dalam besaran dana/jumlah usulan

pencairan/ permintaan bantuan sosial telah sesuai daftar
penerima bantuan sosiai yang telah ditetapkan Gubernur

a Apakah rencana penggunaan bantuan sosial telah sesuai dengan
dokumen usulan permohonan bantuan sosial

4. Apakah foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
atas nama penerima hibah yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang telah sesuai dengan dokumen usulan permohonan
bantuan sosial

5. Apakah nama telah sesuai dengan identitas yang dilampirkan
6. Apakah domisili/alamat pemohon bantuan sosial adalah sesuai

dengan yang tercantum daiam usulan bantuan sosial atau
identitas yang dilampirkan dalam usulan permohonan

7. Apakah foto copy rekening bank atas nama pemohon telah
sesuai dengan dokumen usulan permohonan bantuan sosial

8. Apakah kondisi sosial indirridu/keluarga pemohon bantuan
sosial telah sesuai dengan usulan permohonan bantuan sosial
dan persyaratan penerima bantuan sosial

9. Apakah kegiatan kelompok masyarakat atau lembaga non
pemerintah adalah dalam rangka mengatasi resiko sosial
masyarakat sesuai dengan usulan permohonan bantuan sosial
dan persyaratan penerima bantuan sosial

Nama l,engkap/NIP

TIM EVALUASI

Tanda Tangan



2

3

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala SKPD,

caplttd

{nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

Catatan :

. Pilih atau Coret yang tidak perlu untuk jenis bansos dan kesimpulan hasil verilikasi, dan
evaluasi berkas usulan pencairan/permintaan bansos.

. Beri tanda " ! " pada kolom 3 oleh yang melakukan verifikasi, dan evaluasi sesuai uraian pada

kolom 2.
. Uraian berkas yang har-us ada pada kolom 2 disesuaikan dengan pengelompokan pemohon

bansos.



LAMPIRAN B.V.f : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELAI{JA HIBAH DAN BELAN.'A
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSTIMBER DARI AT{GGARAN
PENDAPATAN DAN BELAII.IA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : ll TAHIIN 2OI.3
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

KOP SURAT SKPD

LEMBAR VERIFIKASI, DAN EVALUASI
BERKAS USULAN PENCAIRAN/PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL

YANG TIDAK DIRENCANAICAN

OLEH TIM VERIFIKASI, DAN EVALUASI SKPD

Nama SKPD :

Tahun Anggaran :

Jenis Bansos : Uang/Barang *)

Bansos Kepada :

Nomor Register :

Kesimpulan hasil verifikasi, validasi, dan evaluasi berkas usulan pencairan/permintaan bantuan sosial
adalah berkas usulan pencairan/permintaan dltertmo,lttdqk dttertrna*,f untuk itu berkas usulan
pencairan/permintaan bantuan sosial dapat dltetttskan unfutk dlproses oertfikasl, do;n
evalurrsVdikemballkan untuk dllengkapl pemohon*).

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI

Nama Lengkap/NlP Tanda Tangan

No. Uraian Cek List
Oleh Tim Ket

I 2 3 4

1 Apakah dokumen persyaratan administratif telah lengkap
c Apakah nama, alamat sesuai dengan foto copy Kartu Tanda

Penduduk yang masih berlaku atas narna penerima hibah yang
telah dilesalisir oleh peiabat berwenang

J. Apakah domisili/alamat pemohon bantuan sosial adalah sesuai
dengan Surat I(eterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang

4. Apakah foto copy rekening bank atas nama pemohon telah sesual
dengan nama dan alamat identitas pemohon

5. Apakah kondisi sosial individu/keluarga pemohon bantuan sosial
telah sesuai dengan usulan permohonan bantuan sosial dan
Dersvaratan penerima bnatuan sosial

Mengetahui/ Menyetujui :

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama jelas/ ditanda tangani/ NIP)

3.



Catatan :

. Pilih atau Coret yang tidak perlu untuk kesimpulan hasil verifikasi, validasi, dan evaluasi berkas
usulan pencairan f permin taan bansos.

r Beri tanda u d " pada kolom 3,4, dan 5 oleh masing-masing yang melakukan verifikasi, validasi,
dan evaluasi berkas usulan pencairan/permintaan bansos, bila sesuai sebagaimana uraian
verifikasi, validasi, dan evaluasi yang dilakukan pada kolom 2.



LAMPIRAN B.VI.a : PERATURAN GUBERNUR TENTAITG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
K?,LIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2Ol3

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI

USULAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Hal.

: Satu Berkas
: Hasil Verifikasi, Validasi, dan Evaluasi
Bantuan Sosial Uang Tahun Anggaran

,....20...

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Up. Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD)
Di

Tanjung Selor

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun ....... tentang Belanja Hibah
dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Tim Verifikasi, dan Evaluasi SKPD telah melakukan kegiatan verifikasi, validasi,
dan evaluasi terhadap berkas usulan pencairan bantuan sosial berupa uang yang
diajukan oleh penerima banuan sosial. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat
kami laporkan sebagai berikut.
1. Berkas usulan pencairan bantuan sosial berupa uang telah lengkap dan telah sesuai

dengan persyaratan administratif pencairan bantuan sosial yang diatur daiam
Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun .......

2. Nama dan alamat, identitas, dan dokumen persyaratan administrasi lainnya usulan
pencairan bantuan sosial berupa uang telah sesuai dengan dokumen persyaratan
administratif usulan permohonan bantuan sosial sebelumnya.

3. Nama dan alamat, identitas, dan besaran hibah daiam usulan pencairan bantuan
sosial berupa uang telah sesuai dengan surat keputusan Gubernur tentang
penetapan daftar penerima bantuan sosial tahun Anggaran.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan surat usulan
permohonan bantuan sosial berupa dan surat usulan pencairan bantuan sosial dari
pemohon, foto copy berkas kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan
bantuan sosial dan surat keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penrima
bantuan sosial berupa uang.

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/NIP/dicap)



LAMPIRAN B.VI.b : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANCIGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN2013
TANGGAL : 16SEPIEMBER2Ol3

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI

USULAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UANG YANG TIDAK DIRENCANAKAN

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Hal.

Satu Berkas
Hasil Verifikasi, dan Evaluasi
Bantuan Sosial Uang Tahun Anggaran

.........20...

Yth. Gubernur Kalimantal Utara
Up. Pejabat Pengeloia
Keuangan Daerah (PPKDI

Di
Tanjung Selor

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun ....... tentang Belanja Hibah
dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Tim Verihkasi, dan Evaluasi SKPD telah melakukan kegiatan verifikasi, dan
evaluasi terhadap berkas usulan pencairan banluan sosial berupa uang yang diajukan
oieh penerima banuan sosial. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat kami
laporkan sebagai berikut.
1. Berkas usulan pencairan bantuan sosial berupa uang telah lengkap dan telah sesuai

dengan persyaratan administratif pencairan bantuan sosial yang diatur daiam
Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun .......

2. Nama dan alamat, identitas, dan dokumen persyaratan administrasi lainnya usulan
pencairan bantuan sosial berupa uang telah sesuai dengan dokumen persyaratan
administratif yang dilampirkan.

3. Pemohon telah memenuhi syarat penerima bantuan sosial.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan surat usulan
permohonan bantuan sosial dari pemohon dan foto copy berkas kelengkapan dokumen
persyaratan administra si.

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SI(PD

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/NIP/dicap)



LAMPIRAN B.VI.c : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PTMERINTAH PROVINSI
I(ALIMANTAN UTARA
NOMOR : 1l TAHUN2013
TANGGAL : 16 SEPIEMBER 2Ol3

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG HASIL VERIFIKASI, DAN EVALUASI

USULAN PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

KOP SURAT SKPD

Nomor
Lampiran
Hal.

Dua Berkas
Hasil Verifikasi, dan Evaluasi
Bantuan Sosial Barang Tahun Anggaran

20...

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Up. Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)

Di
Tanjung Selor

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun ....... tentang Belanja Hibah
dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Tim Verifikasi, dan Evaluasi SKPD telah melakukan kegiatan verifikasi, validasi,
dan evaluasi terhadap berkas usulan pencairan bantuan sosial berupa barang yang
diajukan oleh penerima banuan sosial. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat
kami laporkan sebagai berikut.
1. Berkas usulan pencairan banfuan sosial berupa uang telah lengkap dan telah sesuai

dengan persyaratan administratif pencairan bantuan sosial yang diatur dalam
Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun .......

2. Nama dan alamat, identitas, dan dokumen persyaratan administrasi lainnya usulan
pencairan bantuan sosial berupa uang telah sesuai dengan dokumen persyaratan
administratif yang dilampirkan.

3. Nama dan alamat, identitas, dan jumlah dalam usuian permintaan bantuan sosial
barang telah sesuai dengan surat keputusan Gubernur tentang penetapan penerima
bantuan sosial Tahun Anggaran....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan surat usulan
permohonan bantuan sosial dan surat usulan permintaan bantuan sosial dari pemohon
foto copy berkas kelengkapan dokumen persyaratan administrasi permintaan bantuan
sosial berupa barang, dan surat keputusan Gubernur tentang penetapan daftar
penerima bantuan sosial berupa barang.

Atas perhatian dan pertimbangan Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/ NIP I dicap)



LAUPIRAN B.VII : PERATI,RAT{ GTIBTRITT,R TENTANG
BELAI{JA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSIIMBER DARI ANGGARAII
PENDAPATAN DAN BELAIIIJA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
NALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT SKPD

Nomor : .....,......-..
Lampiran : Dua Berkas
Hal. : Laporan Penggunaan Bantuan Sosial

Tahun Anggaran

20...

Yth. Gubernur Kalimaltan Utara
Cq. SKPD
Di

Tanjung Selor

Sehubungan dengan bantuan sosial Tahun Anggaran yang telah
kami terima sebesar Rp............ ( ................) yang peruntukkannya

(sebutkan peruntukkannya), berikut kami sampaikan bahu,a
bantual sosial yang kami/saya terima sebesar Rp............
(,..................) dan telah digunakan sebesar Rp............
(........................) untuk ......<sebutkan rincian peruntukkannya>.

Penggunaan bantuan sosial tersebut telah kami gunakan sebagaimana
peruntukkannya sesuai permohonan bantuan sosial dan didasarkan pada fakta
kejadian serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungfawabkan, bukti-bukti
tersebut terlampir dalam laporan ini.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan sosial,
kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawas
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan
terima kasih.

PEN ERIMA BANTUAN SOSIA'

(nama lengkap)

Tembusan:
BPKAD


